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LAMPIRAN

Lampiran 1 Agenda Penelitian

AGENDA PENELITIAN
A. Agenda Wawancara
No. | Waktu dan Tempat Informan Hal yang diwawancarai
1. Senin, 2 Januari Bapak Khairuddin
2023 Pukul 09.00 | Staf Seksi Pendidik
s.d. 10.00 WIB Penelitian Awal
Ruang Pelayanan
PTK lantai 2
2. Senin, 2 Januari Bapak Kapandi
2023 Pukul 11.00 | Staf Pengembangan
s.d. 11.30 WIB Karir Penelitian Awal
Ruang Lobby
3. Selasa, 10 Januari | Bapak Sutisno
2023 Pukul 10.00 | Staf Pengembangan
s.d. 11.00 WIB Karir Penelitian Awal
Ruang Seksi
Pengembangan
Karir
4 Rabu, 4 Juni 2023 | Bapak Kapandi 1. Kualitas Kerja (Quality Of
Ruang Seksi Staf Pengembangan Work).
Pengembangan Karir 2. Ketepatan waktu
Karir (Promptness)
3. Inisiatif (Initiative)
4. Kemampuan (Capability)
5. Komunikasi
(Communication)
5 Rabu, 7 Juni 2023 | Bapak Sutisno 1. Kualitas Kerja (Quality Of
Ruang Seksi Staf Pengembangan Work).
Pengembangan Karir 2. Ketepatan waktu
Karir (Promptness)
3. Inisiatif (Initiative)
4. Kemampuan (Capability)
5. Komunikasi
(Communication)
6 Rabu, 14 Juni Bapak Mochamad 1. Kualitas Kerja (Quality Of
2023 Shidqi Daud Work).
Ruang Seksi Subkoordinator 2. Ketepatan waktu
Pengembangan Urusan (Promptness)
Karir Pengembangan Karir | 3. Inisiatif (Initiative)
4. Kemampuan (Capability)
5. Komunikasi
(Communication)
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No. | Waktu dan Tempat | Informan Hal yang diwawancarai
7 Senin, 16 Juni 1. Kualitas Kerja (Quality Of
2023 Work).
Ruang Pelayanan | Guru PNS 2. Ketepatan waktu
lantai 2 (Promptness)
3. Inisiatif (Initiative)
4. Kemampuan (Capability)
5. Komunikasi
(Communication)
8 Senin, 20 Juni 1. Kualitas Kerja (Quality Of
2023 Work).
Melalui Daring Guru PNS 2. Ketepatan waktu
(Promptness)
3. Inisiatif (Initiative)
4. Kemampuan (Capability)
5. Komunikasi
(Communication)
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Lampiran 2 Pedoman Penelitian

PEDOMAN PENELITIAN
No. Fokus Penelitian Sub Fokus Penelitian
1. Kinerja Kepegawaian 1. Kualitas Kerja (Quality Of Work) di
dalam Pelayanan bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan
Kepangkatan Guru Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan

Pegawai Negeri Sipil di pelayanan kepangkatan Guru PNS.
Dinas Pendidikan

Provinsi DKI Jakarta 2. Ketepatan waktu (Promptness) yang
diberikan bagian Kepegawaian Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam
memberikan pelayanan kepangkatan Guru
PNS.

3. Inisiatif (Initiative) dari petugas bagian
Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta dalam memberikan
pelayanan kepangkatan Guru PNS.

4. Kemampuan (Capability) dari petugas
bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan
pelayanan kepangkatan Guru PNS.

5. Komunikasi (Communication) dari
petugas bagian Kepegawaian Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam
memberikan pelayanan kepangkatan Guru
PNS.
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PEDOMAN PENELITIAN

No.

Sub Fokus

Pertanyaan

Kode

Informan

Kualitas Kerja
(Quality Of
Work)

Apakah proses pelayanan
kepangkatan yang diajukan
Guru PNS selalu dilaksanakan
dan hasilnya tepat waktu sesuai
perencanaan?

Ketepatan waktu
(Promptness)

Apakah pelaksanaan dan hasil
kegiatan pelayanan
kepangkatan sudah sesuai
dengan prosedur dan jangka
waktu yang ditetapkan?

Inisiatif
(Initiative)

Apakah petugas pelayanan
kepangkatan merespon dengan
cepat permasalahan dan
keluhan Guru PNS dalam
pelayanan kepangkatan di
Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta?

Kemampuan
(Capability)

Apakah petugas pelayanan
kepangkatan di Dinas
Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta memiliki kemampuan
untuk menghasilkan pelayanan
kepangkatan yang dapat
diandalkan dan dipercaya oleh
Bapak/Ibu Guru PNS?

Komunikasi
(Communication)

Bagaimana informasi kegiatan
pelayanan kepangkatan di
Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta disampaikan
kepada Guru PNS?
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Lampiran 3 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Kode Narasumber : | Key Informan

Nama Narasumber

Jabatan

Hari/Tanggal

Waktu

Tempat Wawancara

A.

Kualitas Kerja (Quality Of Work) dalam Pelayanan Kepangkatan
Apakah proses pelayanan kepangkatan yang diajukan Guru PNS selalu
dilaksanakan dan hasilnya tepat waktu sesuai perencanaan?

Jawaban :

Ketepatan waktu (Promptness)

Apakah pelaksanaan dan hasil kegiatan pelayanan kepangkatan sudah sesuai
dengan prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan?
Jawaban :

Inisiatif (Initiative)
Apakah petugas pelayanan kepangkatan merespon ‘dengan cepat
permasalahan dan keluhan Guru PNS dalam pelayanan kepangkatan di
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta?

Jawaban :

. Kemampuan (Capability)

Apakah petugas pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI

Jakarta memiliki kemampuan untuk menghasilkan pelayanan kepangkatan

yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh Bapak/Ibu Guru PNS?
Jawaban :

Komunikasi (Communication)

Bagaimana informasi kegiatan pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta disampaikan kepada Guru PNS?
Jawaban :
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PEDOMAN WAWANCARA

Kode Narasumber : | Informan Pendukung

Nama Narasumber

Jabatan

Hari/Tanggal

Waktu

Tempat Wawancara

A.

Kualitas Kerja (Quality Of Work) dalam Pelayanan Kepangkatan
Apakah proses pelayanan kepangkatan yang diajukan Guru PNS selalu
dilaksanakan dan hasilnya tepat waktu sesuai perencanaan?

Jawaban :

Ketepatan waktu (Promptness)
Apakah pelaksanaan dan hasil kegiatan pelayanan kepangkatan sudah sesuai
dengan prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan?

Jawaban :

Inisiatif (Initiative)
Apakah petugas pelayanan kepangkatan merespon dengan cepat
permasalahan dan keluhan Guru PNS dalam pelayanan kepangkatan di
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta?

Jawaban :

. Kemampuan (Capability)

Apakah petugas pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI

Jakarta memiliki kemampuan untuk menghasilkan pelayanan kepangkatan

yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh Bapak/Ibu Guru PNS?
Jawaban :

Komunikasi (Communication)

Bagaimana informasi kegiatan pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta disampaikan kepada Guru PNS?
Jawaban :

92




PEDOMAN WAWANCARA

Kode Narasumber : | Penerima Manfaat

Nama Narasumber

Jabatan

Hari/Tanggal

Waktu

Tempat Wawancara

A.

Kualitas Kerja (Quality Of Work) dalam Pelayanan Kepangkatan
Apakah proses pelayanan kepangkatan yang diajukan Guru PNS selalu
dilaksanakan dan hasilnya tepat waktu sesuai perencanaan?

Jawaban :

Ketepatan waktu (Promptness)
Apakah pelaksanaan dan hasil kegiatan pelayanan kepangkatan sudah sesuai
dengan prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan?

Jawaban :

Inisiatif (Initiative)
Apakah petugas pelayanan kepangkatan merespon dengan cepat
permasalahan dan keluhan Guru PNS dalam pelayanan kepangkatan di
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta?

Jawaban :

. Kemampuan (Capability)

Apakah petugas pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI

Jakarta memiliki kemampuan untuk menghasilkan pelayanan kepangkatan

yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh Bapak/Ibu Guru PNS?
Jawaban :

Komunikasi (Communication)

Bagaimana informasi kegiatan pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta disampaikan kepada Guru PNS?
Jawaban :
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Lampiran 4 Pedoman Pengamatan

PEDOMAN PENGAMATAN

No. Fokus Penelitian Sub Fokus Pengamatan

1. Kinerja Kepegawaian 1. Kualitas Kerja (Quality Of Work) di
dalam Pelayanan bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan
Kepangkatan Guru Provinsi DKI Jakarta dalam
Pegawai Negeri Sipil di memberikan pelayanan kepangkatan
Dinas Pendidikan Guru PNS.
Provinsi DKI Jakarta

2. Ketepatan waktu (Promptness) yang
diberikan bagian Kepegawaian Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam
memberikan pelayanan kepangkatan
Guru PNS.

3! Inisiatif (Initiative) dari petugas bagian
Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta dalam memberikan
pelayanan kepangkatan Guru PNS.

4. Kemampuan (Capability) dari petugas
bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta dalam
memberikan pelayanan kepangkatan
Guru PNS.

5. Komunikasi (Communication) dari
petugas bagian Kepegawaian Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam
memberikan pelayanan kepangkatan
Guru PNS.
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Lampiran 5 Pedoman Studi Dokumentasi

PEDOMAN STUDI DOKUMENTASI

No.

Fokus Penelitian

Sub Fokus Dokumentasi

Kinerja Kepegawaian
dalam Pelayanan
Kepangkatan Guru
Pegawai Negeri Sipil di
Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta

1. Kualitas Kerja (Quality Of Work) di
bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta dalam

memberikan pelayanan kepangkatan
Guru PNS.

2. Ketepatan waktu (Promptness) yang
diberikan bagian Kepegawaian Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam
memberikan pelayanan kepangkatan
Guru PNS.

3! Inisiatif (Initiative) dari petugas bagian
Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta dalam memberikan

| pelayanan kepangkatan Guru PNS.

4. Kemampuan (Capability) dari petugas
bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta dalam
memberikan pelayanan kepangkatan
Guru PNS.

5. Komunikasi (Communication) dari
petugas bagian Kepegawaian Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam
memberikan pelayanan kepangkatan
Guru PNS.
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Lampiran 6 Catatan Lapangan

CATATAN LAPANGAN 6.1
Hari, Tanggal : | Senin, 2 Januari 2023
Waktu 1 10.00 - 11.00 WIB
Tempat : | Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Tema : | Penelitian Awal
Informan : | Mba Winda dan Pak Khairuddin

Di awal bulan Januari 2023, peneliti melakukan kunjungan ke Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan rencana melakukan penelitian awal.
Setibanya di lokasi peneliti menemui mba Winda bagian penerima tamu untuk
mencari informasi penelitian, lalu diarahkan untuk menemui bagian pelayanan
bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilantai 2.

Kemudian dibagian pelayanan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
dilantai 2 peneliti bertemu bapak Khairuddin, peneliti kemudian memperkenalkan
diri dan menyebutkan maksud kunjungan, kemudian bapak Khairuddin menerima
dengan senang hati dan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai Pelayanan
Kepangkatan di bidang Pendidik- dan Tenaga Kependidikan ini dan beliau
menyarankan untuk langsung ke Seksi Pengembangan Karir untuk mendapatkan
informasi lebih lanjut dikarenakan Seksi Pengembangan Karir merupakan bagian
yang menangani pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta.

Kemudian peneliti diantar oleh bapak Khairuddin ke lantai 4 untuk
bertemu bapak Kapandi Staf Seksi Pengembangan Karir. Peneliti kemudian
memperkenalkan diri dan menyebutkan maksud kunjungan. Peneliti bertanya
kepada bapak Kapandi tentang pelaksanaan kepangkatan di Dinas Pendidikan,
lalu bapak Kapandi menjelaskan secara singkat terkait pelaksanaan kepangkatan
yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan. Setelah memperoleh informasi awal dari
bapak Kapandi, peneliti meminta izin kepada bapak Kapandi agar nanti dapat
dibantu dalam penelitian ini lalu peneliti pamit pulang.

Mengetahui,
Petugas Pelayanan Bidang PTK

Khairuddin
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CATATAN LAPANGAN 6.2

Hari, Tanggal : | Rabu, 4 Januari 2023

Waktu : 1 09.00 - 10.00 WIB

Tempat : | Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Tema : | Penelitian Awal

Informan : | Kapandi

Pagi hari itu, peneliti kembali datang mengunjungi Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta. Setibanya ditempat peneliti menemui satpam kemudian
menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan dan meminta izin untuk ke lantai 4
(empat) dimana Seksi Pengembangan Karir Bidang Pendidik dan Tenaga
Kependidikan berada, yang merupakan bagian yang menangani pelayanan
kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ini.

Dikarenakan untuk menggunakan lift membutuhkan akses masuk hingga
peneliti meminta tolong satpam disana untuk dibantu akses lift. Setelah sampai
di lantai 4, peneliti menemui salah satu staf disana yaitu Pak Kapandi dan peneliti
kembali menjelaskan maksud kunjungan dan Pak Kapandi menerima dengan
baik. Peneliti menanyakan mengenai bagaimana proses pelaksanaan
kepangkatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan
Pak Kapandi mengampaikan secara jelas tentang gambaran umum dari
pelaksanaan pelayanan kepangkatan ini, membahas mengenai prosedur yang
dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak pelaksana
pelayanan kepangkatan ini.

Mengetahui,

Staf Seksi Pengembangan Karir

Kapandi
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CATATAN LAPANGAN 6.3

Hari, Tanggal : | Kamis, 5 Januari 2021

Waktu : 1 09.00 - 10.00 WIB

Tempat : | Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Tema : | Penelitian Awal

Informan : | Sutisno

Kegiatan penelitian awal kembali dilakukan. Sebelumnya Peneliti menemui
satpam kemudian menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan dan meminta izin
untuk ke lantai 4 (empat) dimana Seksi Pengembangan Karir Bidang Pendidik dan
Tenaga Kependidikan berada.

Kemudian peneliti menemui salah satu staf disana yaitu Pak Sutisno dan
peneliti menjelaskan maksud kunjungan dan Pak Sutisno menerima dengan baik.
Peneliti menanyakan mengenai bagaimana pelaksanaan kepangkatan dan usulan
penetapan angka kredit yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta, dan Pak Sutisno menyampaikan secara jelas tentang gambaran umum dari
pelaksanaan pelayanan kepangkatan dan penetapan angka kredit ini.

Peneliti menanyakan seputar bagaimana pelayanan kepangkatan di Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, pelaksanaan kepangkatan, bagaimana nantinya
kegiatan ini dilakukan, dan siapa saja yang terlibat sehingga nantinya akan
mendapatkan gambaran ‘'mengenai narasumber baik itu key informan ataupun
informan pendukung yang sckiranya memahami pelayanan kepangkatan Guru PNS.
Setelah mendapatkan beberapa informasi yang dibutuhkan, maka selesai sudah

penelitian awal ini.
Mengetahui,

Staf Seksi Pengembangan Karir

Sutisno
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CATATAN LAPANGAN 6.4

Hari, Tanggal : | Selasa, 9 Mei 2021

Waktu : | 14.00 — 14.30 WIB

Tempat : | Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Tema : | Perizinan Penelitian

Informan : | Pak Erdo

Siang hari itu di Bulan Mei tepatnya hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, Peneliti
datang ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan surat
izin untuk melakukan penelitian tugas akhir. Disana peneliti langsung menuju loket
surat untuk menyerahkan surat tersebut ke Pak Erdo yang bertugas sebagai penerima
surat di loket, kemudian setelah mengisi beberapa informasi yang dibutuhkan. Pak
Erdo menjelaskan bahwa proses persuratan ini akan memakan waktu paling lama
kurang lebih 10 hari kerja, setelah. mendapatkan informasi tersebut, peneliti

memutuskan untuk kembali ke rumah.

Mengetahui,
Petugas Penerima Surat

Pak Erdo
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CATATAN LAPANGAN 6.5

Hari, Tanggal : | Senin, 15 Mei 2023

Waktu : | 11.00 — 12.00 WIB

Tempat : | Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Tema : | Perizinan Penelitian

Informan : | Pak Erdo, Mba Nabiella, dan Mba Anggi

Siang itu peneliti datang mengunjungi Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta untuk kembali menemui pak Erdo untuk menanyakan perihal kelanjutan dari
proses surat yang diajukan sebelumnya, setelah itu pak Erdo mengatakan untuk
datang langsung ke Ruang Humas menemui Mba Nabiella agar menanyakan
langsung disana.

Sebelum itu peneliti menemui|satpam disana untuk menanyakan apakah
mba Nabiella sedang ada di ruangan atau tidak, kemudian pak satpam mengizinkan
dan mempersilakan peneliti untuk langsung ke ruang Humas dan menemui mba
Nabiella untuk menanyakan surat izin penelitian tersebut.

Mba Nabiella menjelaskan bahwa surat disposisi dibuat oleh rekannya mba
Anggi dan peneliti langsung diarahkan untuk menemui mba Anggi. Peneliti lalu
menemui mba Anggi di meja kerja nya, peneliti menanyakan surat izin tersebut dan
mba Anggi menjelaskan jika surat izin penelitian sudah jadi dan dapat diambil saat
ini juga.

Kemudian mba Anggi selaku staf Humas menjelaskan bahwa penelitian
sudah dapat dilakukan oleh peneliti. Setelah mendapatkan informasi dan surat izin
penelitian dan informasi data tersebut, peneliti memutuskan untuk izin pamit pulang

ke rumah.
Mengetahui,

Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta
Anggi Widya Lestari
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CATATAN LAPANGAN 6.6

Hari, Tanggal : | Rabu, 7 Juni 2023

Waktu : 1 13.00 — 14.00 WIB

Tempat : | Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Tema : | Penelitian

Informan : | Kapandi

Siang hari itu, peneliti menemui pak Kapandi untuk melakukan wawancara
dengan beliau selaku informan pendukung yang dilaksanakan di ruang Seksi
Pengembangan Karir. Setelah menyesuaikan waktu dengan narasumber akhirnya
mulai dilakukan wawancara secara langsung, pencliti mulai menanyakan terkait
proses pelayanan kepangkatan yang diajukan Guru PNS beserta prosedur
pelaksanaan dan hasil pelaksanaan Kegiatan tersebut. Wawancara pun selesai

dilakukan.

Mengetahui,

Kapandi
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CATATAN LAPANGAN 6.7

Hari, Tanggal : | Rabu, 7 Juni 2023

Waktu | 1430—15.00 WIB

Tempat - | Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Tema : | Penelitian

Informan : | Sutisno

Siang hari, setelah peneliti menemui pak Kapandi untuk melakukan
wawancara. Peneliti menemui pak Sutisno untuk mewawancarai beliau, pak
Sutisno merupakan informan pendukung kedua yang akan peneliti tanyakan
terkait pelayanan kepangkatan. Setelah menyesuaikan waktu dengan narasumber
akhirnya mulai dilakukan wawancara secara langsung, peneliti mulai menanyakan
terkait proses usulan penetapan angka kredit jabatan fungsional Guru PNS dan
pelayanan kepangkatan yang diajukan-Guru PNS beserta prosedur pelaksanaannya.

Wawancara pun selesai dilakukan.

Mengetahui,

Sutisno
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CATATAN LAPANGAN 6.8

Hari, Tanggal : | Rabu, 14 Juni 2023

Waktu | 13.00 — 14.00 WIB

Tempat - | Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Tema : | Penelitian

Informan : | Mohammad Shidqi Daud

Siang itu, peneliti datang ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta setelah
membuat janji temu dengan pak Daud sebagai key informan untuk melakukan
wawancara, saat itu peneliti datang lebih awal jadi sedang jam istirahat. Maka
peneliti memutuskan untuk menunggu hingga jam istirahat selesai.

Jam istirahat pun berlalu peneliti menemui pak Lili selaku satpam disana
untuk meminta izin, setelah diperbol¢hkan masuk ke ruangan peneliti bertemu
dengan pak Daud dan memulai. wawancara terkait subfokus, yaitu proses
pelaksanaan pelayanan kepangkatan, aturan dan prosedur pelayanan kepangkatan,

kinerja dari sumber daya manusia, serta ketepatan hasil dari kegiatan tersebut .

Mengetahui,
Kepala Subkoordinator Urusan Pengembangan Karir

Mohammad Shidqi Daud
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CATATAN LAPANGAN 6.9

Hari, Tanggal : | Jum'at, 16 Juni 2023
Waktu : | 13.00 — 14.00 WIB
Tempat : | Daring

Tema : | Penelitian

Informan : | Even Markhtre K

Siang hari itu, peneliti melakukan wawancara dengan penerima manfaat
pelayanan kepangkatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya secara
daring, dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan maka wawancara
dilakukan secara daring. Pada pukul 13.00 WIB wawancara dimulai dengan Guru PNS
bernama Even Markhtre K bertugas di SMP Negeri 258 Jakarta, peneliti menanyakan
terkait proses pelayanan kepangkatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta beserta hasil dan permasalahan kepangkatan yang seringkali dialami Guru
PNS. Setelah selesai, Peneliti mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan
yang diberikan

Mengetahui,

Even Markhtre K
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CATATAN LAPANGAN 6.10

Hari, Tanggal : | Selasa, 20 Juni 2023

Waktu : | 13.00 — 14.00 WIB

Tempat : | Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Tema : | Penelitian

Informan : | Brantia Puspitasari

Siang hari tanggal 20 Juni 2023, peneliti melakukan wawancara dengan
penerima manfaat pelayanan kepangkatan yang kedua sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan sebelumnya secara langsung. Pada pukul 13.00 WIB sesuai jadwal peneliti
menemui ibu Brantia Guru PNS bertugas di SDN Pondok Kopi 02 Pagi untuk
melakukan wawancara, Peneliti menanyakan terkait proses pelayanan kepangkatan
yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta beserta hasil dan
permasalahan kepangkatan yang seringkali dialami Guru PNS. Setelah selesai, Peneliti
mengucapkan terima kasih kepada ibu Brantia atas waktu dan kesempatan yang
diberikan.

Mengetahui,

Brantia Puspitasari
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Lampiran 7 Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA
Kode Narasumber : | Key Informan
Nama Narasumber : | Mohammad Shidqi Daud
Jabatan : [Subkoordinator Urusan Pengembangan Karir
Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023
Waktu : [13.00 — 14.00 WIB
Tempat Wawancara : [Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

A. Kualitas Kerja (Quality Of Work) dalam Pelayanan Kepangkatan

Apakah proses pelayanan kepangkatan yang diajukan Guru PNS selalu dilaksanakan

dan hasilnya tepat waktu sesuai perencanaan?
Jawaban :
Dinas Pendidikan " sebagai instansi pemerintah tentunya dituntut untuk
melaksanakan tugas dan pelayanan sesuai perencanaan agar hasilnya sesuai dengan
target dan tujuan yang diharapkan, untuk pelaksanaan pelayanan kepangkatan di
instansi kami selalu menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan
yang berlaku, karena fungsi SOP disini sebagai pedoman atau acuan untuk
melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi berdasarkan indikator teknis,
administrasi dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem
kerja yang berlaku saat ini

B. Ketepatan (Promptness)

Apakah pelaksanaan dan hasil kegiatan pelayanan kepangkatan sudah sesuai dengan
prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan?
Jawaban :
Untuk kegiatan pelayanan kepangkatan sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang
berlaku, yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran
Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta yang akan diinformasikan dua kali setiap tahun
untuk periode April dan periode Oktober, kemudian hasilnya juga sudah sesuai
dengan jangka waktu penyelesaian yang tertera pada rencana kegiatan yang sudah
ditetapkan oleh bagian kepegawaian.
C. Inisiatif (Initiative)
Apakah petugas pelayanan kepangkatan merespon dengan cepat permasalahan dan
keluhan Guru PNS dalam pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta?
Jawaban :
Untuk permasalahan dan keluhan para pengusul pada pelayanan kepangkatan,
petugas pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan akan siap membantu
penyelesaian  masalah
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tersebut sesuai peraturan yang berlaku, dengan dilengkapi persyaratan berkas
pendukung yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

D. Kemampuan (Capability)

Apakah petugas pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

memiliki kemampuan untuk menghasilkan pelayanan kepangkatan yang dapat

diandalkan dan dipercaya oleh Bapak/Ibu Guru PNS?
Jawaban :
Menurut saya pelayanan yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh pengguna jasa
pelayanan  adalah layanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung
kesalahan, mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan lebih dahulu.
Untuk seluruh petugas pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta sudah memiliki kompetensi, kemampuan kerja, dan keterampilan dalam
hal pelayanan kepangkatan tersebut sehingga dapat dipastikan pelayanan akan
menghasilkan kepuasan bagi pengguna jasa pelayanan.

E. Komunikasi (Communication)

Bagaimana informasi kegiatan pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi

DKI Jakarta disampaikan kepada Guru PNS?
Jawaban :
Untuk kegiatan pelaksanaan kepangkatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta diinformasikan kepada Guru PNS melalui Suku Dinas
Pendidikan Kota dan disampaikan menggunakan media elektronik dan media
sosial seperti whatshap di grup-gmup Operator, Kasubag TU, Kasatlak, dan Kepala
Sekolah serta informasi tersebut juga diumumkan melalui website Dinas
Pendidikan, tujuannya untuk memudahkan Guru PNS dalam pengusulan
kepangkatan
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HASIL WAWANCARA

Kode Narasumber

: | Informan Pendukung

Nama Narasumber : | Kapandi

Jabatan Staf Pengembangan Karir Bidang PTK
Hari/Tanggal : |[Rabu, 7 Juni 2023

Waktu 13.00 — 14.00 WIB

Tempat Wawancara

: | Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

A. Kualitas Kerja (Quality Of Work) dalam Pelayanan Kepangkatan

Apakah proses pelayanan kepangkatan yang diajukan Guru PNS selalu dilaksanakan
dan hasilnya tepat waktu sesuai perencanaan?

Jawaban :

Hasilnya sudah sesuai perencanaan, jika didapati hasil pelayanan kepangkatan
tidak sesuai target atau tidak tepat waktu, maka kami akan berkoordinasi dengan
bagian kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta
terkait permasalahan apa saja yang menyebabkan terjadinya pelayanan
kepangkatan yang tidak tepat waktu, misalnya berkas yang dikirim tidak lengkap
atau tidak sesuai persyaratan. Tujuannya agar untuk usulan selanjutnya dapat
diperoleh hasil sesuai yang diinginkan pengusul

B. Ketepatan (Promptness)

Apakah pelaksanaan dan hasil kegiatan pelayanan kepangkatan sudah sesuai dengan
prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan?

Jawaban :

Sudah sesuai, karena rencana kegiatan pelayanan kepangkatan dilaksanakan sesuai
Peraturan Pemerintah. Nomor 12. Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil dan SOP yang sudah ditetapkan oleh bagian Kepegawaian.

. Inisiatif (Initiative)
Apakah petugas pelayanan kepangkatan merespon dengan cepat permasalahan dan
keluhan Guru PNS dalam pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta?

Jawaban :

Setiap permasalahan yang ada dalam proses kepangkatan baik itu kekurangan
berkas ataupun kesalahan melampirkan berkas yang dibutuhkan akan segera kami
informasikan kepada pengusul, serta mengarahkan kepada pengusul agar segera
memperbaiki ataupun melengkapi persyaratan berkas pendukung yang menjadi
penyebab permasalahan tersebut.
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D. Kemampuan (Capability)

Apakah petugas pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

memiliki kemampuan untuk menghasilkan pelayanan kepangkatan yang dapat

diandalkan dan dipercaya oleh Bapak/Ibu Guru PNS?
Jawaban :
Menurut saya, seluruh petugas pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta memiliki kemampuan untuk menghasilkan pelayanan
kepangkatan yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari kompetensi, kemampuan
kerja, dan keterampilan petugas pelayanan kepangkatan sehingga dapat dipastikan
pelayanan akan menghasilkan kepuasan bagi pengguna jasa pelayanan.

E. Komunikasi (Communication)

Bagaimana informasi kegiatan pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi

DKI Jakarta disampaikan kepada Guru PNS?
Jawaban :
Informasi kegiatan pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta disampaikan kepada Guru PNS melalui media elektronik yang dapat
diakses secara online melalui website Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan
informasi tersebut juga disampaikan kepada unit kerja dibawah Dinas Pendidikan
seperti Suku Dinas Pendidikan Kota, dan Satuan Pendidikan lainnya.
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HASIL WAWANCARA

Kode Narasumber

: | Informan Pendukung

Nama Narasumber

: | Sutisno

Jabatan

: | Staf Pengembangan Karir Bidang PTK

Hari/Tanggal

: |Rabu, 7 Juni 2023

Waktu

14.30 — 15.00 WIB

Tempat Wawancara

: | Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

A. Kualitas Kerja (Quality Of Work) dalam Pelayanan Kepangkatan

Apakah proses pelayanan kepangkatan yang diajukan Guru PNS selalu dilaksanakan
dan hasilnya tepat waktu sesuai perencanaan?

Jawaban :

Untuk Pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan selalu dilaksanakan sesuai
Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan yang berlaku, SOP disini sangat
penting karena sebagai pedoman atau dasar petugas pelayanan untuk melaksanakan
tugas pekerjaannya agar dapat menghasilkan pelayanan yang tepat waktu dan
memuaskan sesuai keinginan pengusul. Jika SOP kegiatan sudah dilaksanakan
dengan baik, maka dapat dipastikan hasilnya akan tepat waktu.

. Ketepatan (Promptness)

Apakah pelaksanaan dan hasil kegiatan pelayanan kepangkatan sudah sesuai dengan
prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan?

Jawaban :

Untuk pelaksanaan pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan sudah sesuai
prosedur yang berlaku, yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
dan Surat Edaran Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta yang akan diterbitkan dua kali
setiap tahun. Pelaksanaan pelayanan kepangkatan dilaksanakan dua kali yaitu
untuk periode April dan periode Oktober, dan hasilnya juga sudah sesuai dengan
jangka waktu pengusulan kepangkatan dua kali setiap tahun.

. Inisiatif (Initiative)
Apakah petugas pelayanan kepangkatan merespon dengan cepat permasalahan dan

keluhan Guru PNS dalam pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta?

Jawaban :

Menurut saya, cara yang paling tepat untuk menangani keluhan atau ketidakpuasan
dari pengusul atas pelayanan kepangkatan, yaitu pertama memeriksa data kapan usulan
tersebut diterima bagian kepegawaian, kedua memeriksa data kelengkapan persyaratan
berkasnya, dan

110



terakhir kita jelaskan dengan rinci kendala atau permasalahan apa saja yang membuat
pengusul merasa tidak puas.

D. Kemampuan (Capability)

Apakah petugas pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

memiliki kemampuan untuk menghasilkan pelayanan kepangkatan yang dapat

diandalkan dan dipercaya oleh Bapak/Ibu Guru PNS?
Jawaban :
Kami pasti akan berusaha terus untuk menghasilkan pelayanan yang baik sehingga
dapat dipercaya oleh Bapak/Ibu Guru PNS, terutama ketepatan waktu dalam
menyelesaikan usulan pelayanan kepangkatan Guru PNS. Kami juga membuka
layanan secara online melalui hotline PTK untuk menyelesaikan permasalahan
kepangkatan dan kepegawaian lainnya.

E. Komunikasi (Communication)

Bagaimana informasi kegiatan pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi

DKI Jakarta disampaikan kepada Guru PNS?
Jawaban :
Untuk informasi pelayanan kepangkatan diumumkan melalui surat edaran yang
dapat diakses melalui website, jadi sangat mudah untuk diketahui oleh siapapun.
Selain diumumkan melalui website bagian ' kepegawaian juga memberikan
informasi kepada unit kerja dibawah Dinas Pendidikan secara berjenjang untuk
diinformasikan kepada Guru PNS atau pengusul.
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HASIL WAWANCARA

Kode Narasumber : | Penerima Manfaat
Nama Narasumber : | Even Markhtre K
Jabatan : | Guru SMP Negeri 258 Jakarta
Hari/Tanggal : | Jum'at, 16 Juni 2023
Waktu :113.00 — 14.00 WIB
Tempat Wawancara : | Daring
A. Kualitas Kerja (Quality Of Work) dalam Pelayanan Kepangkatan

Apakah proses pelayanan kepangkatan yang diajukan Guru PNS selalu dilaksanakan
dan hasilnya tepat waktu sesuai perencanaan?
Jawaban :
Pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan selalu dilaksanakan sesuai prosedur
yang berlaku dan sesuai jadwal yang diinformasikan, tetapi masih ada beberapa
teman Guru PNS yang mengeluh karena hasil usulan kepangkatannya belum
selesai ataupun terlambat.

. Ketepatan (Promptness)

Apakah pelaksanaan dan hasil kegiatan pelayanan kepangkatan sudah sesuai dengan
prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan?
Jawaban :
Selama ini pelayanan' kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,
selalu tepat waktu dan sesuai harapan
Inisiatif (Initiative)
Apakah petugas pelayanan kepangkatan merespon dengan cepat permasalahan dan
keluhan Guru PNS dalam pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta?
Jawaban :
Petugas pelayanan kepangkatan merespon dengan cepat permasalahan kami (guru)
dalam hal kelengkapan dan kekurangan persyaratan dengan menginformasikannya
secara jelas.

Kemampuan (Capability)

Apakah petugas pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
memiliki kemampuan untuk menghasilkan pelayanan kepangkatan yang dapat
diandalkan dan dipercaya oleh Bapak/Ibu Guru PNS?
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Jawaban :
Sejauh ini petugas pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan DKI Jakarta
memiliki skill yang baik dalam melayani pengurusan kepangkatan.

E. Komunikasi (Communication)
Bagaimana informasi kegiatan pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta disampaikan kepada Guru PNS?
Jawaban :
Biasanya informasi tentang usulan kenaikan pangkat didapat dari surat edaran
BKD yang secara berjenjang diinformasikan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
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HASIL WAWANCARA

Kode Narasumber : | Penerima Manfaat

Nama Narasumber : | Brantia Puspitasari

Jabatan : | Guru SMP Negeri 258 Jakarta
Hari/Tanggal : | Selasa, 20 Juni 2023

Waktu :113.00 — 14.00 WIB

Tempat Wawancara : | Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

A. Kualitas Kerja (Quality Of Work) dalam Pelayanan Kepangkatan

Apakah proses pelayanan kepangkatan yang diajukan Guru PNS selalu dilaksanakan

dan hasilnya tepat waktu sesuai perencanaan?
Jawaban :
Kami sebagai Guru PNS pastinya berharap agar hasil proses kepangkatan dapat
diterima tepat waktu, kami yakin sumber daya manusia pada bagian kepegawaian
juga sudah menjalankan tugas pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku,
tetapi masih banyaknya Guru PNS yang belum menjalankan prosedur pelayanan
kepangkatan yang sudah dipersyaratkan oleh bagian kepegawaian, tetapi
menginginkan hasil usulan kepangkatannya tepat waktu.

B. Ketepatan (Promptness)

Apakah pelaksanaan dan hasil kegiatan pelayanan kepangkatan sudah sesuai dengan

prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan?
Jawaban :
Pada saat penerimaan berkas usulan kepangkatan sampai dengan hasil pelayanan
kepangkatan diterima sesuai derigan informasi dan hasil yang diharapkan. Jika
pelaksanaan pelayanan kepangkatan Guru hasilnya diluar waktu yang ditentukan
atau lebih lambat, maka kami akan mencari informasi lebih lanjut mengenai
permasalahan tersebut agar dapat ditindaklanjuti lebih jauh.

C. Inisiatif (Initiative)
Apakah petugas pelayanan kepangkatan merespon dengan cepat permasalahan dan
keluhan Guru PNS dalam pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta?
Jawaban :
Sejauh ini, respon petugas pelayanan pengusulan kepangkatan di Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta cukup baik dan responsif dalam hal kekurangan berkas dan
persyaratan lain.
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D. Kemampuan (Capability)
Apakah petugas pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
memiliki kemampuan untuk menghasilkan pelayanan kepangkatan yang dapat
diandalkan dan dipercaya oleh Bapak/Ibu Guru PNS?
Jawaban :
Petugas pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
memiliki kemampuan untuk menghasilkan pelayanan kepangkatan yang dapat
diandalkan dan dipercaya

E. Komunikasi (Communication)
Bagaimana informasi kegiatan pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta disampaikan kepada Guru PNS?
Jawaban :
Kami (Guru PNS) mengetahui informasi adanya penerimaan usulan kepangkatan
di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui media sosial atau informasi yang
didapat dari kepala sekolah atau rekan sejawat.
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Lampiran 8 Foto Kegiatan

FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN
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Ruang Pelayan Dinas edidika Provinsi DKI Jaka

Bertemu Bapak Khairuddin di Ruang Pelayanan Bidang PTK
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FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN
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FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN
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Bersama Bapak Mohammad Shidqgi Daud Subkoor Pengembangan Karir
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FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN

Bersama Bapak Kapandi
Staf Pengembangan Karir
Bid

Bersama Bapak Sutisno
Staf Pengembangan Karir
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Lampiran 9 Surat Permohonan Penelitian dan Informasi Data

PERMOHONAN PENELITIAN DAN INFORMASI DATA
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Lampiran 10 Surat Ijin Penelitian

IJIN PENELITIAN

DINAS PENDIDIKAN
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Lampiran 11 Peraturan Pemerintah

Menimbang
Mengingat : 1.
2

3.

4.

5.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99
TAHUN 2000
TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja dan

pengabdian

Pegawai Negeri Sipil kepada negara serta mewujudkan

keadilan dalam memberikan penghargaannya, dipandang

perlu mengubah beberapa ketentuan dalam  Peraturan

Pemerintah Nomor 99

Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara 3890);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran
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Negara Tahun 2001 Nomor 49);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN
PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil diubah, sebagai berikut:
1.

(1

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai

berikut:
"Pasal 4

Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan
1 Oktober setiap tahun, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan

Pemerintah ini."

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai

berikut:
"Pasal 6
Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil termasuk
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d. telah memperoleh:
1) ljazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat I;

2) ljazah Dokter, ljazah Apoteker, Magister (52), dan ljazah lain
yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian dinas Tingkat | atau
ujian dinas Tingkat II."

13.  Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga seluruhnya menjadi
berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 36

Kenaikan pangkat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah  ini ~ sepanjang tidak bertentangan
dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan
tetap berlaku.”

Pasal 11
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 April 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG KESOWO
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Lampiran 12 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah

BADAN KEFEGAWALAN DAFRAH
PEMERINTAH PROVINS| DAERAH KHUSUS IBLKOTA JAKARTA

24 Mei 2023
Kepada

YH.  Para Kepala Perangkat Daershi Bio
Searetarial Daesoh Provinsi Daerah
Khusus [bukola J==arta

i
Jakaria

T EDARAN
NOMOR e-0051 Tahun 2023
|

- TENTANG

HEMAIKAN F‘ﬁm PEGAWVAI NEGERI SIFIL
PEMERINTAH PROVINS! DKl JAKARTA PERIODE 1 OKTCOBER 2023

Menindaklsajuli Keputusan REraia Baian v onboiwaian Megars Nomor 12 Tahun

2002 lenlang Kel=ruan Pelaksanaan Peralurar Pemerintah Momor 29 Tahun 2000
sebagaimans lelat ©hah dengan Peraburan Cemstintab Momor 12 Tabun 2002 lentang
Kenalan Panckal Pegaws Meged Sipl 50 Sural Depui Badan Kepsgawaian Negara
Momse 3B5TUE-MP.01 64/S0VDVI0ZZ imntang Pancepatat Layanan Kenakan Pangkat dan
Wutasi PHS berbasis Sistem informass ASN (SIASH), dengan ini ¢harapkan perhalian
Saudara levkail proses Kanafkan Pangkal Pegawal Negesi Sipil Penenniah Pravinsi Daerah
Khusus Ibaketa Jakarta penods 1 Okleber 2053 ssbagai berivl:

fgar membual daflar rominall usil Eenaikan pangkal Pegawai Megeri Sipil yang telah
memenuhi syaral dalam benbuk sxos| (formal terlampir).

Kenaikan pangkal bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendudusi jabalan fungsional
dapal divsulkan s=panjang tidak melampaui golongan ruang atasan langsungemya

Bag pegawal yang lelah hlus Ujian Dinas Tingkat | dan Ujian Peningkatan
Pendidikan dapal divsulkan jika telah 4 (empat) tahun dar kenaikan pangkat
terakhirnya.

Berdcas usul Kenaikan Pangkal Vic keatas dibual dalam usulan bempisah.

Bercas vl kenaikan pangkat Vib ke bawah di pindai atau scan berwama (bukan foba)
dan bukan dari aplkas handphone (conioh: tidak menggunakan camscanner) menjadi
farmat file .pdl dengan ukuran masing-masing file kurang dari 600 KB.

Swrat usulan, rekap data usulan dalam file excel dan berkas uvsulan yang sudah di scan
difdrimkan paling lambal A0 Juni 2023 n Beleniuan sebagai benkul:

a. Insp=kioral, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Provired, Sekretanal DPRD,
Biro, dan R3UD tipe A dan B seria Kabupaben Adm. Kep. Sedbu, usulan medabui
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c. Kemaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Tertentu :

HAKLA FILE |peif) CONTOH hAkia
NO | JEMIS DOMUMEN | KETERAMGAN Pisjeilnsl oo I ol
SK KF TERAKHIR HP 31 198703
! | [EQALISIA SK_WP_GOLRU_NIF1E | SR.KE. 31 13
e e 8K _CPNS 196703
? [LEcausin PHE PERTAMA SK_CPNB_NIP18 238 WROT
SK PHS KALL IR SH_PreS 1087032
= PENGHAT E: g
I EK_PNS_MIF1E 1015027
BK JABATAM
Gk BH JLBATAN 198
! | TERam: BN_ANBATAN_MNIF18 | oy 0018013027
LE@ALIEIR
JFT PERTAMA
BERITA ACARA | FALIDIAMGEAT | o JepaTaN MP18 2
DM MALE ol ad BH JLBATAN 198
5 | PELAMTEGAN [GABLING DENOAM EK | 20 -
UMTUK JFT JEMLLANIG [IAR) T POEZAZ014013027
MELTYS KE
LITAME
AEL| FAK
TERAKHE DN | | GABUMG 1AD 1 PAK 10870323901
& | LEgausIR P | | FILE FAK HIFTE 0137
SEBELLIMMYL
sERTIEIRAT | el
31| REEEERE KEMAIKAH SERDI NIP1S BERDIK_i#70323
SLIMTLR JFT " - 2041012027
GLRLR PEMGHKST JFT
GUAL
Ll EOMFETENE e
B | (LNTURIFT LSKON HIFES '-?-::E-H_\,:;!T-B?ﬂm
GILIRLA) F
HIL&I TIAF
LIMSUR SKP
PERIEIDE
LEMUERTJUNI
SHP 364 ML TE SHP 2 MBI
¥ | LeoaLB® NILA TIAR EHF 2021_HIP1B st s g
LINILR SHE
PERIODE JULK
DESEMBER MIN
ga
HIL&I RATING
PERILAKL
HERUA
FEQAWA
MBIMEL
SKP 222 SKP 2023 HETE
10 SEELA SHP 2022 HIFE s
o EMEPENTAS T AP D01 DT il
D&M HILAI
EVBLLUASI
HIMERLLA,
EERMILAI BAIK
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FORLAP DIRTI
7 | FORLAF DiKT FORLAF DHKTI MFiE 156703232011
= - 2027
FREETRTAS
PROGRAM STUDI
KETEGM, PHE AREDHTAS! 1
B | LULUS HULLAH AHREDITAZ HIFLE QETOEZAR 101
ARG T
CALEGALISIR
LINFEREITAS
ETTH (ELIRAT LINTLE LIATAH SMA 1
0 | TAMDA TEMAT LIELILAN F LIATAH_SkA MIF1E GETO =T #01
BELAJAR) SHAA EMA BT
TEEL 2018 198 |
[P EELAJUAR TTD . —
1 [ BEL_TAMUN_MIP12 ;?-zmnmm
LIFtALAN TUGAS LIRALAH_TUGEA
11 | ASLITTDESELOM LFLALAN TLMGAS MIP18 B 1EETOE2 320
F = g 71 2027
PR T
EH m:“ BB IABIATAN_
12 | FEMEERHENTIAN - EH JAEWTAM MIFLE FEETOAREHIA 10
JF LEGALESIR ol 12007
MEMJADM :
ETAF
HILA TIAF
LINELIR 8k
PERIODE
Y| — == T EHP 2094 HIF1B A0ond 11
LEGAL IS8R HIL&I TIEF = . 3
LINELR &7 -
PERIOCE L
OESEMEES
ML S0
MILA] FLE 117G
PERILA®
HERJA
PEBEWN A
WA WAL .
jo (|| LN EHP 2022 NIF 18 ?;sznﬁﬁ?::
LEGUAL ISSR EXEPEMTAAL =1 &
OAN MILAI T pal
EVALLIAS|
HIMEFLLA,
EERNLAI
Eusik

8. Usul kenaikan pangkal yang melampaui langgal yang teksh ditepbukan dan bedcas lidak
lengkap lidak akan diproses.

Tembusan :

Ciemian sdaran ni uriul dipedomani dan menjadi permatan Saudara,

k=pala Badan Kepegawaian Da=rah

1. Sekrelaris Da=rah Provinsi DK Jakarta;
¥ Amielmn Pemeacinkahan Sekda Provnsi MK . akarts

Provansi DE] kakarts,

+ e E————n——
" e e o
e

S e
ey PR
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BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSLIS IBUKDTA JAKARTA

B Dol DOEE

Kepada
iy, Para Kepala Pesanghat Dasrah! Baro
Sekretarial Daerab Provins Dasran

Khusas lbuloola Jakaria
oi
Jakara
NOMOR e-0166 Tahun 2022
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NECERI SIPIL PEMERINTAH
PROVINSI DK JA PERIOLE 1 APRIL 2023

Menindaklanjuli Heputusan Kes: dan Kepegawaisn Megaa Momor 12 (ahun
2002 tentang Kesniuan Pelscxarsan Peraturan Prnsintsh Nomor 59 Tahun 2000

sebagamana iekh divhah deng ran Permerntah Momar 12 Tahun 2002
benitarg Pangkal : e ipll dan Sural Depuli Badan
Kepagawaisn et Nomes  16TA/B-MP 01,04 = (MN2022 ientang  Parcepalan

asi PNS batbas = Sisten Informasi A5N (SLASN),

dengan ini dikatopesn perhatian Saudara berkail oroses Kenalan Panckal Pegawai

Megeri Sipil Pemerinls wmmmm;mmemmm

s baagai besikut

1. Agar membua? daftar nominatil wsul Benaian pangkal Pegasai Heoer Sipil yang
smlat mernenuhi sysral datam beetik exoel (foemat terlamper

2. Eenxban panghal bagi Pegawai Meger Sipll yang lidak mendodils prbatan
fungsional lerientu dapat dusiikan sepanang bdak melampaui goiongan rsang
alasan Angsungrya

3. Bagi pegowa yang telah lulug Ujian Dinas Tingkat |, dan Ujian Paninglcatan
Pendidikan dapat divsufian jika telah 4 (empat) tahun dan konaikan parngkat
terakhirnya.

4. Berkas usul Kenaikan Pangkat Wi kealas dibuat dalam usulan ierpisah

5. Berkas usul kenaiian pangsal! golongan ruang Pembina Tingkat | (Wb} ke bawah
di pindai stau =oan berwarma (bukan foba) dan bukan dan aplifasi handphone
{coniohe lidak menggunakan camscannes ) menjadi format fle pdl dengan ukuran
masing-masing file kurang dari 00 KB .

B. Sural usidan, reksp data usulan dalam fle excel dan beras

ugulsn vang sudab i
ssan dikinmkan paling ambal Bnggal 10 Januar 2023 dengan keleniuan sebhagai
Fuarikeuil
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Henaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Terfonfu :

HAMA FILE [ pdh)
ND | JEMSDOKUMEN | SETERANGAN | Masx File Sae 600 | CONTOH NAMA FILE
KB
| SHRP TERARFR SE_FP_GOLRU_NI | S_RP_31_1967031320
LEGALIGR P18 11082027
SE_CPNS_19870313201
2 |seconsiesasm || s s e | SR
3 |skpnsiEGAusk | MAIKPANGER sk_pas_pis | -PNS 19EMCIINNA
013027
SEIRBATAN
o | FumssionaL SK_IABATAN_WoP | S&_JABATAN 197032
TERAKHR 18 1032027
LEGALISR
TFT PERT A KALL
BERIMAACARA | DMMGHATDAN | SR-IABATAN NP
5 | PELANTIGAM WA ENIANG un T AN_HRETOL
FT
ezl ety ol newsf 3081032017
LTAMA i
5K NITAD ] SK_IABATAN_WaP | SK_JABATAN LDETOS2
6 PR BALIT 4 s . - ‘
LEGALISR I 18 301032037
ASLI PAK
TERAKHIA DAY | | GABUMG (4D PAK_19870972304 1043
& =
T |scaushea | A pacmd  |om
SESELUMNYA
LINTLE LS JLAN
SERTIFIKAT E
o | pexmineq o | HENARE SEmmx wipig | SERDI 196702330011
ey PANGKAT IFT 01007
GURLI
SURAT
PERNYATAAN | BAGIPHE GURL
RERALAD 446 | BANTG YN 5
o | PENDIDEAS SERDENYATIDAR | SERCIK MIPIZ ;ﬂ;—‘a"m“m
UNTUK LINBER DENGAN aF
UNIEARITAS IABATAN
SERDIN
S KOMPETENS: . LAKDM 15670325201
o LAKOM_NIFLE
| s e i) - 1013027
SkP 2021 WILAI TIAF UNOR
LEGALSIR (DWBERI | SKPPERIDDE
TANGGAL ASLIARIJUNI MR | _ .o |5 201 ssareazzans
U | enexap paoa | 75 SEP_I021NIPIE | o yiane7 pet
BAGIANTTD DI | NaLAI TLAP UNSUR
SEMLLA SKP PERIODE LI
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LATAH_ShA_198
STTE [SURAT TAMDA | UNTUK LSULAN e
B aras | | yemal UAZAH_SMA,_HEFLE :uau:.m:uuu:
(Z1H EELALAR TTD BSEL_IOL6_19E70
10 5 BEL_TAHUN MIPIE [ _-=' oo
HASLS SESUAL
= ANTARA e URALAS TUGAS
11 Tﬁ?;:;ﬂs IABATAMN DM 'E'"""""—T NP | yeamazmoasnd
PEND DECAN 037
BARLI
] ST 5K_IABATAN_198
13 | 5K MUTASI LEGALISH SK_IABATAM_WSFLE | 70313201104302
MLTASI - - E
PHE YANG
ek SEBELLIRAMYA 5K_IABATAN_198
PERASERMINTLAS ] - -
e IFT, MARSLN SK_IABATAM_MWFLE | 7031320130430%
SAAT i 7
MAENADH STAF
SEP O LEGALISIR
DIBER TANGGAL 5K_3071_ 19503
14 | LEMGEAP PADA SKP_20Z1_MIF18 232011013037, pd
BAGIAS TTT T SEMUA T
HALAMAN)
SEP FIE LEGALGIR i
|DIBER TANGGAL KILAI T 5K_1017_ 193703
15 | LEseGKAR PADA UNSLA SKP_3037_NIFi8 232011013037, pd
BAGIAR TTD i SEMUA | 81k 120 30 ]
HALAMAK)

8. Untuk PNS yang mengusulkan l{ma?hd Pangkal Karers Peningkatan Perdidikan

dan =lah selesai Tugas Belaar, 2
mendapalican Sural Fenelapan Laporan

lit: ak: |erghap tidak aks diproses.

diproses kenaivan pangkatnyz setelah
Pendidkan oleh BEM.

Demikian sdaran ini u-hulk dipedomani dan menja:: perhatian Saudara

Tembusan :

“epaly Gadan Kepegasaian Daerah

Pravinsi DE] Jakarta,

1. Pj. Sekretaris Dasrah Provinsi DE Jakarta;
2. Asislen Pemerintahan Sekda Provinsi DE] Jakarta.

Eatad

=L T Pl A T S0 Pl 5 Sl *

7wz = e b e gim gk g Flpsaor s dgeoain el priaieen wnsenr s g e yeeg mb o
LFymria m Bk 6w slier g il i g0 i1k Foagionshis i Tl praetn p g elicteliee DL L

[ A

Hailan
Seriifikasl
Hlamironlk
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Daftar Riwayat Hidup

DONNY ABDULLAH. Lahir di Jakarta, 14 Agustus
1978. Merupakan anak terakhir dari 6 bersaudara
pasangan Bapak H. Abdul Wahab dan Ibu Siti Haya
Onih. Pada tahun 1990 menyelesaikan pendidikan

sekolah dasar di SDN Srengseng Sawah 05 Petang,

kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah
pertama di SMPN 211 Jakarta dan lulus pada tahun 1993. Setelah itu penulis
melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Ekonomi Atas di SMEA Islam YPIK
Jakarta dan lulus pada tahun 1996. Setelah tamat SMEA penulis bekerja sebagai
staf tata usaha di SMP Negeri 3 Jakarta dan kemudian melanjutkan pendidikan
Diploma Tiga (D3) di Akademi Administrasi Pembangunan Indonesia mengambil
jurusan Administrasi Negara lulus pada tahun 2002. Saat ini Penulis bekerja di
Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Penulis melanjutkan Pendidikan dari
Diploma Tiga (D3) ke Pendidikan tinggi di Universitas Nasional Fakultas [lmu

Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah
memberikan amanat bahwa tujuan didirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa tujuan utamanya ialah
melayani masyarakat, artinya pemerintah harus memberikan pelayanan yang
maksimal terhadap rakyatnya dan hak asasil warga negara harus menjadi tujuan
utama. Olch karena itu pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang
melakukan tugas, wewenang dan kewajiban secara terbuka (transparan), efekfif,
efisien, akuntabel dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pelayanan kepada
masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara atau non pemerintah
adalah pelayanan yang hasilnya selalu mengedepankan kepentingan rakyatnya.

Kinerja adalah kombinasi antara bakat dan usaha untuk menghasilkan apa
yang dilakukan untuk mencapai efek yang baik, seseorang harus memiliki bakat,
kemauan, usaha dan dukungan dari lingkungan. Keinginan dan usaha menimbulkan
motivasi, sekali dimotivasi, perilaku kerja akan terwujud. Kinerja berkaitan erat
dengan produktivitas tenaga kerja karena merupakan indikator dari upaya yang
dikeluarkan untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam pemerintahan.

Kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan pemerintahan.




Dengan demikian bahwa kinerja merupakan suatu tingkatan sejauh mana proses
kegiatan pemerintahan itu memberikan hasil atau mencapai tujuan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Kinerja PNS adalah hasil kerja yang
dicapai oleh PNS pada organisasi atau unit sesuai dengan sasaran kinerja
kepegawaian dan perilaku kerja. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan
prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Kepegawaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala
sesuatu yang berkaitan erat dengan pekerjaan sebagai seorang pegawai. Dalam hal
ini, seorang ahli bernama Widjaja mengatakan jika kepegawaian adalah suatu hal
yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan harus ada pada setiap usaha
kerja. Sementara itu, menurut ahli bemmama Soedaryono mengatakan
bahwa kepegawaian adalah seseorang yang mana melakukan penghidupannya
dengan cara bekerja dalam suatu organisast, baik itu pada kesatuan kerja pemerintah
maupun kesatuan kerja pada badan swasta.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, salah satu
bidang pelayanannya ialah bagian kepegawaian atau lebih dikenal dengan nama
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menangani urusan kepangkatan

kepegawaian. Pangkat adalah kedudukan yang rnenunjukkan tingkat seseorang




Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalarn rangkaian susunan kepegawaian

dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Gambar 1.1. Data Guru PNS Berdasarkan Nama Jenjang Pendidikan di lingkungan
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

No. NAMA GURU SESUAIJENJANG JUMLAH

1 GURU SLB 404
. GURU TK 129
3 GURU SD 12.362
4 GURU SMP 6.452
B GURU SMA 3.529
6 GURU SMK 1.552

JUMLAH 24.428

sumber : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pemprov. DKI Jakarta

Bulan Maret 2023

Gambar 1.2. Data Guru PNS Berdasarkan Nama Jabatan, Pangkat, dan Golongan
di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

NO NAMA JABATAN NAMA PANGKAT GOLONGAN | JUMLAH |
1 GURU NON JFT PENGATUR MUDA 1/A 170

2 GURU NON JFT PENGATUR MUDA TINGKAT 1 1I/'B 104 |
3 GURU NON IFT PENGATUR 1I/C 78
4 GURU NON IFT PENGATUR TINGKAT 1 1/D 4
5 | GURU AHLIPERTAMA | PENATA MUDA II/A 8.095
6 | GURU AHLI PERTAMA | PENATA MUDA TINGKAT T /B 6019
7 | GURU AHLI MUDA PENATA e 1.406
8§ | GURU AHLI MUDA PENATA TINGKAT I 1I'D 1055
9 | GURU AHLI MADYA PEMBINA i IV/iA 3.981
10 | GURU AHLI MADYA PEMBINA TINGKAT I IV/B 3.241
11 | GURU AHLI MADYA PEMBINA UTAMA MUDA Iv/C 224
12 | GURU AHLI UTAMA PEMBINA UTAMA MADYA IV/D 11
JUMLAH 24428

sumber : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pemprov. DKI Jakarta

Bulan Maret 2023




Pengelolaan kepegawaian merupakan bagian dari pekerjaan sektor publik
yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan
kepegawaian yang diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil salah satunya adalah
pelayanan jenjang kepangkatan yang dilaksanakan setahun 2 kali yaitu dibulan April
dan bulan Oktober. Guru dapat diartikan sebagai tenaga pendidik profesional di
bidangnya yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing,
memberi arahan, memberi pelatihan, memberi penilaian, dan mengadakan evaluasi
kepada peserta didik yang menempuh pendidikannya sejak usia dini melalui jalur
formal pemerintahan berupa Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah. ( Undang
Undang No 14 Tahun 2005).

Pelayanan kepangkatan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil termasuk kedalam
pelayanan publik yaitu segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi
Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk-batang dan atau jasa, baik dalam rangka
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan (Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun
2003).

Perubahan zaman saat ini yang diikuti dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi menjadikan berubahnya tatanan kebiasaan masyarakat
terutama Guru Pegawai Negeri Sipil. Perkembangan tersebut menjadikan
masyarakat menginginkan hal yang diinginkan secara mudah dan cepat. Begitu juga
dengan pelayanan administrasi yang didapat, masyarakat membutuhkan pelayanan

administrasi yang serba cepat, pemerintah pusat maupun daerah serta




instansi pemerintahan lainnya sangat diharapkan mampu memberikan pelayanan
administrasi terbaik kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 15 yang menyatakan bahwa:
Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan
asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut,
kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang
dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar
dan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini masih adanya Guru Pegawai/Negeri Sipil yang merasa tidak puas
dengan kualitas pelayanan yang diberikan.oleh Instansi Pemerintah terutama Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam hal pelayanan kepangkatan kepegawaian.
Dari hasil wawancara dengan Bapak Kapandi selaku pelaksana urusan kepangkatan
dari salah satu seksi bidang di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yaitu bidang
Pendidik dan Tenaga Kependidikan selama bekerja di seksi tersebut, beliau
mengatakan bahwa pelayanan administrasi yang dilakukan Seksi Pengembangan
Karir kepada Guru Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan standar pelayanan,
pelayanan sedapat mungkin cepat dilakukan dan jika terdapat permasalahan maka
akan diberikan rekomendasi penyelesaian, untuk informasi terkait pengurusan

kepangkatan guru sudah di informasikan melalui website Dinas Pendidikan Provinsi




DKI Jakarta. Kualitas pelayanan administrasi kepangkatan sudah berkualitas namun
pada prosedurnya memang banyak yang tidak tertulis, sebagai gantinya pegawai
yang menangani pelayanan kepangkatan akan menjelaskan sesuai dengan prosedur
yang terbaru serta informasi terkait kelengkapan berkas kepada unit-unit kerja
dibawah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai
pengguna pelayanan kepangkatan seharusnya sudah mendapatkan informasi dari unit
kerja masing-masing yang terlebih dahulu mengetahui informasi kepangkatan
tersebut.

Dalam kesempatan berbeda hal yang disampaikan oleh salah satu Guru
Pegawai Negeri Sipil terutama dalam mengurus kenaikan pangkat atau pelayanan
administrasi lainnya terkadang ada saja berkas tidak lengkap karena kurangnya
informasi terkait dengan berkas-berkas yang harus dikirimkan bahkan seringkali
adanya keterlambatan pelayanan kepangkatan yang dilakukan bagian kepegawaian
sehingga berakibat terlambatnya proses. kepangkatan yang sedang diusulkan.
Kurangnya informasi dan sosialisasi prosedur yang pasti dalam mengurus berkas
administratif sampai ke unit kerja sekolah menjadi persoalan yang mengharuskan
para Guru datang beberapa kali ke Dinas Pendidikan Provinsi DK Jakarta setiap kali
ingin mengajukan proses kepangkatan. Hal tersebut yang membuat kesan kurang
baik terhadap kinerja kepegawaian dalam pelayanan kepangkatan di Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Melayani masyarakat adalah tugas utama bagi organisasi pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih




jauh tentang “Kinerja Kepegawaian dalam Pelayanan Kepangkatan Guru Pegawai
Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta™.
1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya,
maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
kinerja kepegawaian dalam pelayanan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil di
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan penelitian, maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kinerja Kepegawaian
dalam Pelayanan Kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta.

Dari hasil penelitian ini/diharapkan dapat memberikan manfaat baik sccara
teoritis maupun praktis. Adapun manfaatdari hasil penelitian yang dapat diperoleh
dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
Secara teoritis, peneliti berharap penelitian int dapat memberikan wawasan serta
memperkaya ilmu pengetahuan mengenai kinerja kepegawaian dalam pelayanan
kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil. Dan juga dapat dijadikan acuan atau
referensi lebih lanjut bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Program Studi Administrasi Publik




Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya
literatur dan sumber informasi ragam penelitian yang telah dibuat oleh
para mahasiswa di lingkungan Program Studi Administrasi Publik
Universitas Nasional serta dapat menjadi bahan referensi bagi terciptanya
suatu karya ilmiah.

b. Bagilembaga/instansi terkait
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi
dan masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melihat
kinerja dalam pelayanan, terutama menyangkut kinerja kepegawaian
dalam pelayanan kepangkatan kedepannya.

c. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah
pengetahuan dan wawasan masyarakat lnas khususnya mengenai kinerja
kepegawaian dalam pelayanan kepangkatan atau pelayanan publik.

d. Bagi Peneliti
Diharapkan untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai kinerja
kepegawaian, mengembangkan, dan melatih kemampuan peneliti dalam
menulis karya ilmiah, terntama dalam menganalisis permasalahan yang
terjadi dimasyarakat sehingga dapat menerapkan ilmu yang didapat
dalam perkuliahan.

14. Sistematika Penulisan




Skripsi ini terdiri dari lima bab yang pembahasannya saling berkaitan.

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I

Bab 1II

Bab III

Bab IV

Pendahuluan

Bab pendahuluan ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Dalam bab ini
terdapat pula sistematika penulisan dalam penelitian ini secara
keseluruhan.

Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penelitian terdahulu yang relevan melatarbelakangi
munculnya pemikiran dalam  penelitian. bab ini juga mencakup
metode kajian kepustakaan berisi studi pustaka, kerangka teori atau
pendukung teori lainnya yang digunakan dalam penelitian. Selain itu
juga terdapat kerangka pemikiran yang mendasari dalam penelitian.
Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan secara singkat pendekatan penelitian dan
penentuan informan. Bab ini juga mencakup tcknik pengumpulan
data serta teknik pengolahan dan analisis data. Selain itu juga
terdapat lokasi dan jadwal penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan analisis tentang bagaimana kinerja kepegawaian
dalam pelayanan kepangkatan dilakukan dan mengupas bagaimana

prosedurnya serta melihat pelaksanaannya yang sebenarnya terjadi.




Bab V Kesimpulan
Bab ini berisi kesimpulan dari penulis sehubungan dengan hasil
penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

Daftar R




BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti telah melakukan beberapa kajian pustaka. Kajian pustaka

dibawah ini beberapa hasil penelitian yang relevan sebagai referensi yang terkait

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

1.

Penclitian yang dilakukan oleh Pransiska Ropi', skripsi yang berjudul
“Analisis Kinerja Pegawai Kantor Desa Dalam Memberikan Pelayanan
Administrasi Kepada Masyarakat” pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja pegawai Kantor desa
Mayak dalam memberikan pelayanan administrasi yang berfokus pada
pelayanan administrasi kependudukan yaitu pembuatan Surat Pengantar KTP
(Kartu Tanda Penduduk) kepada masyarakat desa Mayak. Pendekatan yang
digunakan dalam penclitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan
wawancara langsung dengan aparat desa dan masyarakat desa. Hasil
penelitian menjelaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan oleh
pegawai Kantor desa Mayak masih belum optimal. Diketahui juga bahwa
disiplin pegawai kantor desa Mayak masih kurang baik, aparat desa masih
kurang tanggap terhadap keluhan masyarakat dalam memberikan memberikan

pelayanan.

! Pransiska Ropi, “Analisis Kinerja Pegawai Kantor Desa Dalam Memberikan Pelayanan
Administrasi Kepada Masyarakat”, (Salatiga: 2021)
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Nelvi Salim® yang berjudul “Kinerja Aparat

Dalam Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti
Kapupaten Sidenreng Rappang” pada tahun 2022. Jenis penelitian yang
digunakan adalah kualitatit dengan metode deskriptif.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai
kinerja aparat dalam pelayanan publik di Kantor kelurahan Duampanua
Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Jenis data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pelayanan publik pada
bidang pelayanan administrasi di Kantor Kelurahan Duampanua Kecamatan
Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan 5 indikator ukuran kinerja
dalam birokrasi publik menurut Agus Dwiyanto (2002:48) yaitu Produktivitas Kerja,
Kualitas Layanan, Responsivitas Aparat. Responbilitas Kerja dan akuntabilitas Kerja
secara umum cukup baik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Kurnianingsih® yang berjudul “Kinerja
Pelayanan Administrasi Aparatur Kelurahan Kepada Masyarakat Di Kantor
Kelurahan 29 llir Palembang” pada tahun 2021. Metode yang digunakan
adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik penelitian ini
menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan observasi,

wawancara.

*Nelvi Salim, “Kinerja Aparat Dalam Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Duampanua
Kecamatan Baranti Kapupaten Sidenreng Rappang”, (Sulawesi Selatan: 2022)

*Novi Kurnianingsih, “Kinerja Pelayanan Administrasi Aparatur Kelurahan Kepada Masyarakat Di
Kantor Kelurahan 29 Hir Palembang”, (Palembang : 2021)
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Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan administrasi

aparatur kelurahan kepada masyarakat 29 ilir Palembang dapat dinilai dari

lima dimensi yaitu Tangibel (Berwujud), Reliability (Kehandalan),

Responsiviness (Respon), Assurance (Jaminan), dan Emphaty (Empati) belum

sepenuhnya diterapkan masih ada indikator yang belum diterapkan.

Disarankan untuk meningkatkan kinerja aparatur kelurahan dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
22 Kajian Teoritis

Dalam sebuah penelitian, keberadaan teori sangat penting dan dibutuhkan
guna menjelaskan suatu fenomena secara sistematis, sehingga suatu penelitian
memerlukan adanya teori-teori dengan relevan dengan apa yang menjadi topik
penelitian. Berikut merupakan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut.
22.1 Pengertian Kinerja Pegawai

Kinerja pegawai adalah hasil yang dicapai seorang pegawai di tempat kerja
menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk pekerjaan tertentu. Menurut Robbins
(2003) bahwa kinerja pegawai adalah sebagai fungsi dan interaksi antara kemampuan
dan motivasi. Kinerja Pegawai Menurut Anwar Prabu Mangkunegara
mengemukakan bahwa Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kusriyanto (1991:3) dalam
Mangkunegara (2007:9) mendefinisikan kinerja pegawai sebagai perbandingan hasil

yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu (lazimnya per jam).
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Kemudian Gomes (1995:195) mengemukakan definisi kinerja pegawai sebagai
ungkapan seperti output, efisiensi serta efektivitas sering dihubungkan dengan
produktivitas.

Sedangkan Mangkunegara (2007:9) mendefinisikan kinerja pegawai (prestasi
kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya. Berdasarkan pengertian menurut para ahli, maka peneliti
menyimpulkan kinerja pegawai adalah keberhasilan seseorang dalam melaksanakan
pekerjaannya sesuai dengan standar dan kriteria untuk mencapai tujuan
pemerintahan. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kinerja hanya dapat
diketahui jika seorang individu atau sekelompok individu telah memiliki kriteria
keberhasilan yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria keberhasilan ini berbentuk
tujuan spesifik yang akan dicapai pemerintahan dalam kerangka waktu yang telah
ditentukan.

22.1.1 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah kombinasi antara bakat dan usaha untuk menghasilkan apa
yang dilakukan untuk mencapai efek yang baik, seseorang harus memiliki bakat,
kemauan, usaha dan dukungan dari lingkungan. Keinginan dan usaha menimbulkan
motivasi, sekali dimotivasi, perilaku kerja akan terwujud. Kinerja berkaitan erat
dengan produktivitas tenaga kerja karena merupakan indikator dari upaya yang

dikeluarkan untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam pemerintahan.
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Peneliti mengutip dan menyajikan berbagai deskripsi dan definisi kegiatan
pakar, antara lain adalah. Pengertian kinerja menurut Keban adalah pencapai hasil
atau the degree of accomplishment. Dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat
pencapaian tujuan pemerintahan. Dengan demikian bahwa kinerja merupakan suatu
tingkatan sejauh mana proses kegiatan pemerintahan itu memberikan hasil atau
mencapai tujuan.*

Menurut August W. Smith dalam Sedarmayanti adalah output drive from
processes, human or otherwise (kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu
proses).’

Menurut Sedarmayanti, “performance diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti
prestasi kerja, pencapaian kerja/hasil kerja/untuk kerja/penampilan kerja (2001:50).”
Kinerja merupakan hasil pencapaian kerja di mana para pegawai atau aparatur
dituntut untuk berupaya semaksimal mungkin menjalankan tugasnya scbaik
mungkin.®

Sebagai seorang profesional maka tugas aparatur sebagai aparatur birokrasi dalam
memberikan pelayanan hendaknya dapat memberikan kepuasan.

Menurut Viethzal ( 2004 : 309 ) kinerja adalah suatu. fungsi dari motivasi dan
kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya

memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kemauan dan

keterampilan seseorang tidak cukup efektif untuk melakukan sesuatu

“Sedalrmzlyzlmi, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas, (Mandar Maju, 2009), hIm 50
Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas, (Mandar Maju, 2009), him 50
ESedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Refika Aditama, 1995), him 53
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tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana
melakukannya. Kinerja merupakan agen yang nyata, masing-masing
direpresentasikan sebagai hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan
perannya dalam pemerintahan. Kinerja pegawai merupakan bagian penting dari
upaya suatu pemerintahan untuk mencapai tujuannya.
Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah
hasil kerja yang dilakukan oleh pemerintahan sesuai dengan wewenang dan
tanggung jawabnya, atau merupakan indikator sejauh mana kinerja pemerintahan
dicapai pada kualitas dan kualitas tetap selaras dengan visi dan misi pemerintahan.
2.2.1.2 Pengertian Pegawai

Dalam UU No 8 tahun 1974 tentang undang-undang pokok kepegawaian
dikemukakan bahwa pegawai adalah mercka yang setelah memenuhi syarat yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat
yang berwewenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan
sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-
undangan.
Menurut A.W. Wiidjaja dalam buku “Administrasi Kepegawaian™, adalah Pegawai
merupakan tenaga kerja manusia, jasmaniah maupun rohaniah (mental dan fikiran),
yang senantiasa dibutuhkan dan karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam

badan usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi).’

TAW, Wiidjaja, Administrasi Kepegawaian, (Jakarta: Rajawali , 1986), hlm 15
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Istilah Pegawai menurut A.W. Wiidjaja dalam buku “Administrasi Kepegawaian”
mengandung pengertian sebagai berikut:
1) Menjadi anggota suatu usaha kerja sama organisasi dengan maksud memperoleh
balas jasa/imbalan kompensasi atas jasa yang telah diberikan.
2) Berada di dalam sistem kerja yang sifatnya lugas/pamrih.
3) Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan dengan pemberi
kerja.
4) Kedudukan sebagai penerima kerja diperoleh setelah melalui proses penerimaan.
5) Dan akan menghadapi saat pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja
antara pemberi kerja dengan penerima kerja
Jadi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pegawai adalah tenaga kerja manusia yang
menjadi anggota suatu organisasi, mempunyai wewenang dalam suatu jabatan
tertentu yang bertanggungjawab akan scbuah tugas untuk mencapai tujuan
(organisasi), dan berhak mendapatkan balas jasa/imbalan kompensasi atas jasanya.
22.1.3 Faktor Yang Memperngaruhi Kinerja
Kualitas dan kuantitas pegawai harus sesuai dengan kebutuhan pemerintahan
yang bersangkutan agar lebih efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian
tujuan. Kedudukan tenaga kerja juga harus sepadan dengan tingkat pendidikan dan
keterampilan. Semangat kerja dan disiplin akan semakin baik dan efektif

mendukung pencapaian tujuan pemerintahan.

17




Menurut A. Dale Timple (dalam Mangkunegara, 2005:15), faktor-faktor kinerja
terdiri dari factor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (disposisional) yaitu
faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat sesecorang. Misalnya, seseorang
berkinerja baik karena sangat terampil dan seseorang adalah pekerja keras,
sedangkan seseorang berkinerja buruk karena keterampilannya rendah dan tidak
berusaha untuk meningkatkan keterampilannya.

Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi berfungsinya seseorang
dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap dan tindakan pegawai, bawahan atau
manajer, riwayat kerja dan lingkungan pemerintahan. Menurut Anwar Prabu
Mangkunegara menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain:"
1) Faktor kemampuan secara psikologis dan kemampuan pegawai terdiri dari

kemampuan potensi (I0) dan kemampuan realita (pendidikan), oleh karena itu
pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan
keahlianya.

2) Faktor motivasi tersebut dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi
kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah
untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang
mendorong seseorang untuk ‘bernsaha untuk mencapai potensi kerja secara

maksimal.

#Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemem Sumber Daya, (Bandung: Remaja Rodaksara, 2000),
hal 67
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Faktor-faktor penentu pencapaian prestasi kerja atau kinerja individu dalam

organisasi menurut A_A. Anwar Prabu Mangkunegara adalah sebagai berikut:

1) Faktor Individu Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang
memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya
(jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik,
maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang
baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu mengelola dan
mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan
atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi.

2) Faktor Lingkungan Organisasi Faktor [lingkungan kerja organisasi sangat
menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan
organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang
memadai, target kerja yang menantang. pola komunikasi kerja efektif, hubungan
kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas
kerja yang relatif memadai.

2.2.1.4 Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan bentuk  Kuantitaf dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan
dalam kinerja (BPKP 2000 dalam Mahsun, 2018). Sementara menurut Lohman

(2003) dalam Mahsun (2018), indikator kinerja (performance indicators) adalah

suatu faktor yang digunakan akan mengekpresikan secara kuantitatif dan

kemampuan proses atau aktivitas dengan berpatokan pada target-target dan tujuan

organisasi. Jadi tentu maka indikator kinerja yakni mempunyai kriteria yang
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digunakan guna membandingkan keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan
organisasi yang telah diwujudkan dalam bentuk-bentuk tersendiri.

Menurut LAN-RI indikator kinerja sebagai indikator kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan sejauh mana tujuan atau target yang telah ditentukan telah
dicapai dalam hal input, output, hasil, manfaat dan dampak. Metrik pada input adalah
semua yang Anda butuhkan untuk melakukan tindakan untuk melakukan output.
Indikatornya bisa berupa pendanaan, sumber daya manusia, informasi, kebijakan,
atau peraturan perundang-undangan. dapat dibentuk. Output adalah sesuatu yang
dicapai melalui aktivitas fisik atau non fisik. Indikator hasil adalah indikator yang
mencerminkan kinerja keluaran jangka menengah (dampak langsung) dari suatu
kegiatan. Indikator manfaat berkaitan dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
Indikator dampak adalah dampak positif dan negatif dari berbagai tingkat indikator
berdasarkan asumsi yang telah ditentukan (Pasalog, 2010:202).

Menurut Robbins (2016:260) indikator kinerja adalah alat untuk mengukur
sajauh mana pencapain kinerja pegawai. Berikut beberapa indikator untuk mengukur
kinerja pegawai adalah:

1) Kualitas Kerja
2) Kuantitas
3) Ketepatan Waktu
4) Efektifitas
5) Kemandirian
Menurut Sedarmayanti (2010:198) Indikator kinerja merupakan sesuatu yang

akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat
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tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan
selesai.’
Indikator kinerja digunakan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan/unit
kerja yang bersangkutan menunjukkan peningkatan kemampuan untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Secara umum, indikator kinerja memiliki fungsi berikut. Memperjelas isi, jumlah dan
waktu kegiatan untuk membentuk konsensus yang ditetapkan oleh semua pihak yang
berkepentingan untuk menghindari kesalahpahaman ketika menerapkan kebijakan
dan menilai. Memberikan landasan untuk mengukur, menganalisis, dan
mengevaluasi kinerja suatu pemerintahan/unit/kerja. T .R. Mitchell (1978:343) dalam
Sedarmayanti (2001:51), menyatakan pula bahwa kinerja meliputi beberapa aspek,
yaitu:
1. Quality of work (kualitas kerja)

Kualitas hasil mengacu pada tercapai atau tidaknya hasil penelitian.
kualitas adalah seperangkat karakterisiik produk yang dimaksudkan untuk
memuaskan keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan

kepuasan sehubungan dengan pekerjaan. Kualitas meliputi segala sesuatu

yang bebas dari cacat atau cacat.

YSedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja (Remaja Rosdakarya ,2001),
hal 51
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2. Promtness (ketepatan)

Tentang waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target waktu
yang ditetapkan dan penggunaan waktu yang paling efektif. Kami berusaha
menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai rencana agar tidak mempengaruhi pekerjaan
lainnya.

3. Initiative (inisiatif)

Pengambilan keputusan yang dimiliki pegawai saat menyelesaikan pekerjaan.
Pemimpin harus memberikan insentif dan kesempatan bagi pengikutnya untuk
proaktif dengan memberi mercka kebebasan untuk berpikir positif dan
menyelesaikan tugas mereka sendiri. Ini berarti bahwa bawahan menjadi tidak
percaya secara aktif kepada atasan.

4. Capability (kemampuan)

Keterampilan, sikap mental, dan faktor fisik yang dimiliki pegawai untuk
menyelesaikan pekerjaannya. Setiap pegawai harus benar-benar mengetahui bidang
pekerjaan yang digelutinya. 'Mereka juga mengetahui arah pemerintahan sehingga
begitu mercka mengambil © keputusan, mercka tidak' ragu-ragu untuk
mengimplementasikannya untuk mencapai tujuan pemerintahan.

5. Communication (komunikasi)

Mengacu pada interaksi tanpa batas dalam suatu pemerintahan, baik secara
vertikal maupun horizontal. Seorang pemimpin memutuskan pertama-tama untuk
memberi bawahan kesempatan untuk mengungkapkan saran dan pendapat mereka.
Pemimpin mengajak bawahan untuk ikut serta memecahkan masalah, keputusan

akhir tetap di tangan manajemen. Ini akan mengarah pada kerjasama yang lebih baik
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dan hubungan yang lebih harmonis. Ini juga menciptakan rasa takdir bersama.
Elemen yang terdapat dalam indikator kinerja menurut Bastian (2006:267) berupa:
"Indikator Masukan (Input), Indikator Proses (Process), Indikator Keluaran (OQutput),
Indikator Hasil (Outcome), Indikator Manfaat (Benefit),

Indikator Dampak (Impact)”.

1. Indikator Masukan (Input)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa
dana dan sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan
dan sebagainya. Dengan meninjau distribusi sumber daya, seuatu lembaga
menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana
strategis yang telah diterapkan.

2. Indikator Proses (Process)

Rambu yang dominan dalam proses -adalah tingkat efisiensi dan ekonomis
pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh
pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan ekonomi yang dimaksud adalah bahwa
pelaksanaan kegiatan tersebut secara lebih murah dibandingkan dengan standar biaya
atau waktu yang ditentukan untuk itu.

3. Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran adalah segala seuatu yang diharapkan langsung dicapai

dari svatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik. Dengan

membandingkan keluaran instansi dapat menganalisis apakah suatu kegiatan
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terlaksana sesuai dengan rencana. Tetapi indikator kinerja harus dibandingkan
dengan sasaran kegiatan yang terdefenisi dengan baik dan teratur. Jadi, indikator
keluaran harus sesuai dengan lingkup dan kegiatan instansi.

4. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil adalah segala sesuatu hasil yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome
menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin
menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indicator outcome, organisasi akan
dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar
bagi masyarakat banyak.

Indikator kinerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yaitu sasaran kinerja pegawai (SKP)
dan perilaku kerja. SKP meliputi kuantitas, kualitas, waktu dan biaya, sedangkan
perilaku kerja terdiri atas orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja
sama, dan kepemimpinan. Bangun (2012) menyebutkan bahwa suatu pekerjaan dapat
diukur melalui jumlah, kualitas; ketepatan waktu mengerjakannya, kehadiran dan
kemampuan bekerja sama yang dituntut suatu pekerjaan tertentu

1. Jumlah pekerjaan

Jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau kelompok sebagai
persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki

persyaratan yang berbeda sehingga menuntut pegawai harus memenuhi
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persyaratan tersebut baik pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan yang
sesuai. Berdasarkan persyaratan pekerjaan tersebut dapat diketahui jumlah pegawai
yang dibutuhkan untuk dapat mengerjakannya, atau setiap pegawai dapat
mengerjakan berapa unit pekerjaan.
2. Kualitas pekerjaan

Setiap pegawai dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk
dapat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang dituntut suatu pekerjaan tertentu.
Setiap pekerjaan mempunyai standar kualitas tertentu yang harus disesuaikan oleh
pegawai untuk dapat mengerjakannya sesuai ketentuan. Pegawai memiliki kinerja
baik bila dapat menghasilkan pekerjaan sesuai persyaratan kualitas yang dituntut
pekerjaan tersebut.
3. Ketepatan waktu

Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk jenis pekerjaan
tertentu harus diselesaikan tepat waktu. karena memiliki ketergantungan atas
pekerjaan lainnya. Jadi, bila pekerjaan pada suatu bagian tertentu tidak selesai tepat
waktu akan menghambat pekerjaan pada bagian lain, schingga mempengaruhi
jumlah dan kualitas hasil pekerjaan. Pada dimenst ini, pegawai dituntut untuk dapat
menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Selain penyelesaian kerja dengan tepat waktu,
pegawai juga diharuskan untuk datang tepat pada waktunya, karena salah satu factor
pekerjaan yang dilakukan cepat selesai ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Apabila pegawai mengalami keterlambatan akan berdampak waktu pekerjaannya
akan berkurang dan pekerjaannya tidak akan selesai sesuai dengan waktunya.

4. Kehadiran
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Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran pegawai dalam
mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan. Ada tipe pekerjaan yang menuntut
kehadiran pegawai selama delapan jam sehari untuk lima hari kerja seminggu.
Kinerja pegawai ditentukan oleh tingkat kehadiran pegawai dalam mengerjakannya.
5. Kemampuan kerja sama

Dimana tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang pegawai
saja. Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh dua orang
pegawai atau lebih, sehingga membutuhkan kerja sama antar pegawai sangat
dibutuhkan. Kinerja pegawai dapat dinilai dari kemampuannya bekerjasama dengan
rekan sekerja lainnya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan
kinerja pegawai, diperlukan suatu proses penilaian Kinerja sebagai suatu system
evaluasi kinerja pegawai secara berkala yang mendukung keberhasilan pemerintahan
atau pemerintahan mengenai penyelesaian tugasnya. Proses evaluasi dilakukan
dengan membandingkan kinerja pegawai dengan standar yang telah ditentukan atau
membandingkan kinerja antar pcgawai yang melakukan tugas yang sama. Hasil kerja
selalu memberikan umpan balik bagi orang tersebut untuk secara aktif melakukan
pekerjaannya dengan baik, menguntungkan dirinya sendiri atau mendatangkan
keuntungan bagi pemerintahan. Pelaku diharapkan dapat menghasilkan karya dengan

kualitas dan kuantitas yang memenuhi standar.
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Penilaian kinerja merupakan Mengevaluasi kinerja pegawai terhadap standar
kinerja. Penilaian kinerja mengasumsikan bahwa pegawai memahami apa itu standar
kinerja, dan bahwa penyedia juga memberikan umpan balik, pengembangan diri, dan
dorongan kepada pegawai.

2221 Tujuan dan Kegunaan Penilaian Kinerja

Menurut Sedarmayanti (2010:262-266), tujuan atau kegunaan sistem
penilaian kinerja secara umum adalah meningkatkan kinerja pegawai dengan cara
membantu mereka agar menyadari dan menggunakan seluruh potensi mereka dalam
mewujudkan tujuan pemerintahan dan pipmpinan sebagai dasar mengambil
keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan secara spesifik kegunaan
sistem penilaian kinerja ini adalah:'®
1. Sebagai dasar pengambilan keputusan untuk:

a. Mempromosikan pekerjaan yang berprestasi.

b. Menindak pekerjaa yang kurang atau tidak berprestasi.

c. Melatih, memutasikan atau mendisiplinkan pekerjaan.

d. Memberi atau menunda kenaikan imbalan atau balas jasa.

e. Berfungsi sebagai masukan pokek dalam penerapan system penghargaan
dan pemberian hukuman.

2. Sebagai kriteria untuk melakukan validasi tes atau menguji keabsahan suatu

105Cdarmﬂy£1l1li. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa
Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik), (Bandung: Refika
Aditama, 2010) hal 262-266
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alat tes caranya, hasil tes dikorelasikan dengan hasil penilaian kinerja yang
menyatakan bahwa score tes dapat meramalkan kinerja. Meskipun demikian,
jika penilaian kerja tidak dilakukan secara tidak benar atau ada pertimbangan
lain yang mempengaruhi hasil penilaian kinerja maka, penilaian kinerja tidak
dapat digunakan secara sah unyuk tujuan apapun.

Memberikan umpan balik kepada pegawai, sehingga penilaian kinerja dapat
berfungsi sebagai wahana pengembangan pribadi dan pengembangan karier.
Bila kebutuhan pengembangan pekerjaan dapat diidentifikasika, maka penilaian
kinerja dapat membantu mementukan tujuan program pelatihan.

Jika tingkat kinerja pegawai dapat ditentukan secara tepat maka penilaian kinerja

dapat membantu mendiagnosis masalah pemerintahan.

Menurut Attwood & Dimmock dalam Sedarmayanti, menyatakan bahwa

penilaian kinerja bertujuan untuk:'!

1.

2.

Membantu meningkatkan kinerja.

Menetapkan sasaran bagi kinerja perorangan.

Menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan.

Menyepakati rencana untuk pengembangan pegawai di masa depan.
Menilai potensi di masa depan untuk kenaikan pangkar.

Memberi umpan balik kepada pegawai mengenai kinerja mereka.
Memberi konsultasi kepada pegawai mengenai peluang karier.

Menentukan taraf kinerja pegawai untuk maksud peninjauan gaji.

1 twood & Dimmock dalam Sedarmayanti (Bandung: Refika Aditama, 2010) hal 264

28




9. Mendorong pimpinan untuk berpikir cermat mengenai kinerja staf pada
umumnya dan faktor yang mempengaruhinya, termasuk gaya kepemimpinan
dan perilaku mereka sendiri.

22.2.2 Manfaat Penilaian Kinerja

Manfaat penilaian kinerja dapat di lihat dari persektif pengembangan pemerintahan,

namun pada dasarnya sebagai umpan balik bagi pemerintahan untuk membuat

keputusan bagi pegawainya, apakah perlu mendapat pelatihan, pendidikan,
peringatan atau pemecatan.

Menurut Sedarmayanti dalam bukunya “Sumber Daya Manusia dan Produktivitas

Kerja” menyatakan bahwa manfaat penilaian kerja adalah sebagai berikut: '

1. Meningkatkan prestasi kerja
Dengan adanya penilaian, baik pimpinan maupun pegawai. memperoleh umpan
balik dan mereka dapat memperbaiki pckerjaan dan prestasinya.

2. Memberi kesempatan kerja yang adil
Penilaian akurat dapat menjamin pegawai memperoleh kesempatan menempati
sisi pekerjaan sesuai kemampuannya.

3. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan
Melalui penilaian kerja, terdeteksi pegawai yang kemampuannya rendah

sechingga memungkinkan adanya program pelatihan untuk meningkatkan

kemampuan mereka.

1ZScdarmayami‘ Sumber Daya Manusia dan Produktivitas, (Mandar Maju, 2009), hal 264-265
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Penyesuaian kompensasi

Melalui penilaian, pimpinan dapat mengambil keputusan dalam menentukan
perbaikan pemberian kompensasi dan sebagainya.

Keputusan promosi dan emosi

Hasil penilaian kinerja dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan
untuk mempromosikan atau mendemosikan pegawai.

Mendiagnosis kesalahan desain pekerjaan

Kinerja yang buruk mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain
pekerjaan. Penilaian kinerja dapat membantu mendiagnosis kesalahan tersebut.
Menilai proses rekrutmen dan seleksi

Kinerja pegawai baru yang rendah dapat mencerminkan adanya penyimpangan

proses rekrutmen dan seleksi.

223 Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Dalam pengertiannya mengenai Pegawai-Negeri Sipil tidak terlepas dari Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

dimana pada Undang-undang " tersebut dijelaskan bahwa pegawai negeri sipil

diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan suatu instansi pemerintah. Dalam

Undang-undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juga dijelaskan

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberikan tugas dalam suatu jabatan

pemerintahan atau diberikan tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan perundang-

undangan.
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2.3 Kerangka Pemikiran

Kinerja pemerintah dapat dilihat dari kinerja pegawai atau pejabat

pemerintahnya. Dengan informasi tentang kinerja, keterampilan pegawai dapat

dinilai dan dipahami untuk memberikan penilaian untuk perbaikan di masa depan.

Teori yang digunakan yaitu Teori Kinerja Pegawai Sedarmayanti yang terdiri dari;

Kualitas Kerja, Ketepatan, Inisiatif, Kemampuan, Komunikasi. Berikut merupakan

kerangka berpikir yang penulis susun.

Hasil kinerja pegawai, dengan indikator:

1.

Kualitas Kerja (Quality Of Work):

Ukuran seberapa baik pekerjaan yang dihasilkan

Ketepatan (Promptness):

Ketepatan waktu dan kesesuaian rencana kegiatan / rencana kerja dengan hasil
pekerjaan atau ketelitian hasil pekerjaan

Inisiatif (Initiative):

Gagasan atau tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi

Kemampuan (Capability):

Keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan

Komunikasi (Communication):

Relasi atau kerjasama antar pegawai di dalam pemerintahan aktor-faktor

pendukung dan penghambat kinerja pegawai
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2.1 Gambar Kerangka Pemikiran

Kinerja Kepegawaian dalam Pelayanan Kepangkatan Guru Pegawai Negeri

Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Identifikasi Masalah
1. Masih adanya kenaikan
pangkat yang tidak tepat

informasi tentang
kepangkatan kepegawaian.

Kinerja Kepegawaian

waktu.
2. Kurangnya sosialisasi dan E>

Dasar Hukum

. Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

. Permen PAN RB Nomor 8

Tahun 2021 tentang Sistem
Manajemen Kinerja Pegawai
Negeri Sipil.

. Permen PAN RB Nomor 6

Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara.

. Peraturan Gubernur Provinsi

DKI Jakarta Nomor 18 Tahun
2020 tentang Penilaian

Kinerja.

Identifikasi Kinerja Pegawai
Sedarmayanti

1. Kualitas Kerja

2. Ketepatan.

3. Inisiatif

4. Kemampuan

5. Komunikasi

Baik Tidak Baik
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3.1
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BAB II1

METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan Khusus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja kepegawaian dalam
pelayanan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta.

Pendekatan dan Metode penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini mencoba menggambarkan
kinerja kepegawaian dalam pelayanan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil
di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian kualitatif, dilakukan pada kondisi obyck yang alamiah. Obyck
yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak mempengaruhi
dinamika pada objek tersebut. Dalam penelitian kualitatif manusia yang
digunakan sebagai instrumennya, yaitu peneliti itu sendiri yang merupakan alat
pengumpul data utama atau human instrument. - Oleh karena itu, untuk
menganalisis hingga mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi jelas
dibutuhkan pemahaman serta wawasan yang luas, maka teknik pengumpulan data
bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara

gabungan simultan. '

¥ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. (Bandung: Penerbit Alfabeta,
2019), hal. 18.
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Menurut Michael Quinn Patton dalam Yusuf mengemukakan. bahwa
karakteristik utama penelitian kualitatif, yaitu
(1) penyelidikan yang bersifat naturalistik: (2) analisis bersifat induktif: (3)
holistik (4) data bersifat kualitatif; (5) menekankan pemahaman dan kontak
personal; (6) dinamis; (7) tiap kasus unik dan spesifik; (8) dalam konteksnya netral
dan bersifat sensitif serta (9) rancangan bersifat fleksibel.'*

Metode deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau
fenomena yang terjadi dengan apa adanya.'S Dalam metode ini peneliti tidak
melakukan manipulasi ataupun memberikan perlakuan-perlakuan tertentu
terhadap obyek penelitian. Berdasarkan |beberapa pendapat ahli yang tertera
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah
rangkaian kegiatan yang peneliti lakukan untuk memperoleh data yang mendalam
yang bersifat apa adanya atau alamiah tanpa ada manipulasi yang hasilnya lebih
menekankan pada makna.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif
deskriptif guna dapat menggambarkan mengenai kinerja kepegawaian dalam
pelayanan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi

DKI Jakarta.

YA, Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, (Jakarta:
Kencana, 2014), hal. 336
15 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), hal. 12
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Peneliti sebagai alat pengumpul data utama (key instrument) melakukan
proses penelitian langsung dan melakukan wawancara serta mengumpulkan
materi atau bahan yang terkait pelayanan kepangkatan Guru Pegawai Negeri
Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan. Oleh karena
itu, langkah yang dilakukan peneliti adalah pengumpulan data, analisis data

atau pengolahan data, hingga penyusunan laporan.

Latar Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta. Berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, RT.8/RW 3,
Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kode pos 12950.

Pemilihan lokasi ini sebagai objek penelitian berdasarkan studi
pendahuluan yang dilakukan telah dilakukan peneliti melalui penelitian awal
dan keinginan peneliti. untuk mengkaji lebih jauh mengenai kinerja
kepegawaian dalam pelayanan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil di
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan penelitian -ini dimulai-dengan penelitian awal yang telah

dilaksanakan peneliti sejak Januari 2023.
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Tabel 3.1 Tahapan Waktu Penelitian

No. Tahapan Penelitian Waktu
1 Penelitian Awal 2 Januari s.d. 28 Februari 2023
2 Penyusunan Proposal Penelitian 1 Maret s.d. April 2023
3 Seminar Proposal 8 Mei 2023
4 Pengumpulan Data Penelitian 9 Mei s.d. 30 Juni 2023
5 Penyusunan Laporan Penelitian 1 Juli s.d. 10 Juli 2023

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

34 Data dan Sumber Data
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34.2

Data

Data merupakan hal yang penting dalam penelitian, karena tujuan
utama setiap penelitian adalah mendapatkan data. Data yang dikumpulkan
dalam penelitian ini berupa data kualitatif dengan metode deskriptif. Data
dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, serta studi dokumentasi
yang sesuai dengan fokus dan sub fokus penelitian mengenai kinerja
kepegawaian dalam pelayanan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil di
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan
sumber data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh

secara langsung dari sumber data asli atau tanpa perantara. Dalam hal ini,
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peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling
adalah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu.
Pertimbangan ini atas dasar memilih narasumber yang paling memahami
tentang kebijakan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Informan kunci atau aktor kunci, adalah individu yang pandai
berbicara dan berpengetahuan tentang komunitasnya. Informan kunci
membantu membangun hubungan antara peneliti dan komunitas.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala
Seksi Pengembangan Karir sebagai key informan. Untuk informan
pendukung yaitu Staf Pelaksana Seksi Pengembangan Karir serta Guru
Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung
memberikan data kepada peneliti. Data sekunder diperoleh dari
pengumpulan data untuk menunjang-data primer. Adapun data sekunder
dari penelitian ini adalah diperoleh bersumber dari berkas-berkas resmi
berupa petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan kepangkatan, surat edaran
pelaksanaan pelayanan kepangkatan, kelengkapan berkas kenaikan pangkat

guru PNS. serta bahan lain yang yang dapat mendukung penelitian ini.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data dan Perekaman Data
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Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam suvatu penelitian sangat penting karena
berkaitan dengan tersedianya data yang dibutuhkan untuk menjawab

masalah yang diteliti. Sehingga, data yang diperoleh perlu akurat serta valid.
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Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada
kondisi yang alamiah. Adapun teknik pengumpulan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pengamatan, wawancara, dokumentasi, serta
triangulasi
a. Observasi (Pengamatan)

Dalam penelitian, observasi diartikan sebagai mengamati pola-
pola perilaku orang dalam situasi tertentu untuk mendapatkan
informasi tentang fenomena.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh
peneliti di lapangan. Menurut Guba dan Lincoln yang dikutip oleh
Moleong mengenai manfaat pengamatan dalam penelitian kualitatif,
antara lain:

1) Teknik pengamatan didasarkan pada pengalaman secara langsung

2) Teknik pengamatan ini juga memungkinkan melihat dan mengamati
sendiri, kemudian mencatatperilaku dan kejadian sebagaimana yang
terjadi pada keadaan sebenarnya

3) Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam
situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun
pengetahuan yang langsung diperoleh dari data

4) Sering terjadi ada keraguan yang dialami peneliti mengenai data

seperti terdapat kekeliruan

38




5) Teknik pengamatan memungkinkan peneliti untuk mampu
memahami situasi-situasi yang rumit
6) Teknik pengamatan menjadi alat yang memungkinkan dan sangat
bermanfaat apabila dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik
komunikasi lainnya tidak dimungkinkan.
Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana seorang
pewawancara (peneliti) mengajukan pertanyaan kepada orang yang
diwawancarai (narasumber penclitian) guna mendapatkan informasi
data.

Menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiyono mendefinisikan
wawancara sebagai berikut, "« meeting of two persons to exchange
information and idea through question and responses, resulting in
communication and joint construetion of meaning about a particular
topic”.

Yang artinya adalah Wawancara adalah merupakan pertemuan
dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,
sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu tapik tertentu.
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini guna menggali
informasi yang mendalam terkait implementasi kebijakan kenaikan
pangkat penyesuaian ijazah.
Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan

wawancara dalam penelitian. Dokumentasi yang dilakukan oleh
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peneliti bertujuan untuk mengabadikan seluruh data yang berkaitan
dengan penelitian serta yang diambil dari situs penelitian. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan misal
catatan harian, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar
foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.
Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini untuk
mengetahui secara obyektif mengenai kinerja kepegawaian dalam
pelayanan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi
1) Data mengenai profil Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
mencakup visi dan misi

2) Data mengenai kinerja kepegawaian dalam pelayanan kepangkatan
Guru Pegawai Negeri Sipil meliputi rekaman proses wawancara
dengan pihak-pihak yang terkait dan dokumen yang bersumber dari
berkas-berkas ‘resmi seperti surat edaran pelaksanaan, dokumen
lainnya yang relevan dengan pelayanan kepangkatan Guru Pegawai

Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi DKI JaKarta.

3.5.2 Tahap-Tahap Penelitian
Moleong mengemukakan bahwa pelaksanaan penelitian ada empat
tahap yaitu : tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis
data, tahap penulisan laporan.
a. Tahap Pra Lapangan

1) Menyusun Rancangan Penelitiafl0




Dalam  penyusunan  rancangan  penelitian,  peneliti
menyelesaikan pengerjaan proposal penelitian dengan berbagai
referensi baik buku maupun jurnal untuk melengkapi latar belakang
penelitian, kajian pustaka hingga metodologi penelitian. Kegiatan
penyusunan rancangan penelitian ini dengan bimbingan dosen
pembimbing dan kemudian akan diuji kelayakannya dalam seminar
usulan proposal.

2) Memilih Lapangan Penelitian

Peneliti melakukan pemilihan sasaran yang akan dijadikan
subjek penelitian. Kemudian peneliti melakukan penelitian awal ke
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk ‘menggali informasi
mengenai pelayanan kepangkatan. Peneliti  mempertimbangkan
waktu, biaya dan tenaga dalam penentuan lokasi penelitian.

3) Mengurus Perizinan

Hal yang pertama peneliti lakukan dalam mengurus perizinan
penelitian ialah menghubungi pihak Sekretariat FISIP UNAS untuk
mendapatkan surat. permohonan penelitian dan informasi data
penelitian. Peneliti datang langsung ke Sekretariat FISIP UNAS untuk
mengurus persuratan perizinan penelitian tersebut, setelah itu pihak
dari Sekretariat FISIP UNAS memberikan format isian untuk
diisi oleh peneliti, format isian tersebut berisi data-data peneliti,
judul penelitiaan, nama dosen pembimbing dan tempat penelitian

yang telah ditunjuk oleh peneliti. 41




4) Menilai Lapangan
Pada tahap ini, peneliti terlebih dahulu melakukan penjajakan
mengenai lokasi penelitian dengan memahami terlebih dahulu
informasi mengenai pelayanan kepangkatan melalui berbagai sumber
serta menemui pihak yang mengetahui pelaksanaan, hingga
pengawasan untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran
umum program tersebut. Selain itu, tujuan dari tahapan ini merupakan
usaha untuk mengenal segala unsur lingkungan fisik, sosial, serta
keadaan tempat penelitian.
5) Memilih Informan
Pemilihan = informan | dalam penelitian ini dengan
mempertimbangkan informan tersebut mengetahui informasi tentang
kinerja kepegawaian dalam pelayanan kepangkatan Guru Pegawai
Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
6) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian
Peneliti mempersiapkan segala perlengkapan penelitian yang
dibutubhkan untuk mencatat dan mengumpulkan data dan informasi.
Adapun perlengkapan penelitian yang dipersiapkan seperti alat tulis,
buku catatan, dan gawai untuk merekam dan mendokumentasikan
penelitian.
b. Tahap Pekerjaan Lapangan

1) Memahami Latar Penelitian
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Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan diri baik fisik, mental,
dan juga hal-hal lain yang perlu dipersiapkan. Adapun hal-hal yang
dipersiapkan mulai dari penampilan, sikap dan tingkah laku hingga
menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada
informan-informan mengenai pelayanan kepangkatan Guru PNS Selain
itu, peneliti juga harus sudah memahami latar penelitian sehingga dapat
diterima dengan baik oleh subjek penelitian.

2) Memasuki Lapangan

Pada tahap ini, peneliti berusaha beradaptasi dengan lingkungan
penelitian mulai dari sikap, perilaku, serta tutur kata yang baik dan
melakukan pendekatan kepada subjek penelitian agar tercipta
keakraban antara subjek penelitian dan peneliti, sehingga dapat
diperoleh dengan baik mengenai data informasi yang diperlukan
peneliti.

3) Mengumpulkan Data

Peneliti mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan
dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara,
melakukan pengamatan serta studi dokumentasi yang berdasarkan
catatan lapangan yang dibuat peneliti.

c. Tahap Analisis Data
Pada tahap ini, setelah data yang dibutuhkan peneliti diperoleh
melalui observasi, dokumen serta wawancara mendalam dengan pihak

terkait. Kemudian dilakukan ana‘lliég;is data dilakukan dengan




mengklasifikasi, mereduksi, menganalisis data tersebut kemudian
dilanjutkan dengan melakukan pengecekan keabsahan data sehingga data
valid dan dapat dipertanggung jawabkan.
d. Tahap Penulisan Laporan
Tahap penulisan laporan meliputi kegiatan penyusunan hasil
penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data hingga

pemberian makna data untuk dapat menarik kesimpulan akhir penelitian.

3.6 Analisis Data

Setelah pengumpulan data, perlu untuk memahami informasi yang
diberikan oleh individu dalam penelitian. Analisis terdiri dari "memisahkan
data” untuk  menentukan  respons  individu = dan  kemudian
"menggabungkannya" untuk meringkasnya. Menganalisis dan menafsirkan
data melibatkan penarikan kesimpulan |tentangnya, merepresentasikannya
dalam tabel, gambar, dan gambar untuk meringkasnya, dan menjelaskan
kesimpulan dengan kata-kata untuk memberikan jawaban atas pertanyaan
penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan -dalam = penelitian ini
menggunakan konsep dari Milles dan Hubberman, yaitu aktivitas analisis data
kualitatif yang dilakukan secara interaktif berkelanjutan atau berlangsung
terus menerus hingga data penelitian jenuh.

1. Pengumpulan Data (Data Collection)
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Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara,
dokumentasi atau studi dokumentasi, dan triangulasi. Data yang diperoleh
di lapangan selanjutnya akan dicatat dalam bentuk narasi atau deskriptif.

. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang telah dikumpulkan dari lapangan jumlahnya banyak
dan juga kompleks, karena itu dibutuhkan reduksi data. Reduksi data
berarti suatu proses merangkum, memilih data yang dianggap penting,
kemudian dilakukan penyederhanaan untuk memfokuskan kepada fokus
penelitian.

. Penyajian Data (Data Display)

Data hasil temuan di lapangan disajikan dalam bentuk uraian
singkat yang bersifat naratif deskriptif, yaitu uraian mengenai kinerja
kepegawaian dalam pelayanan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil
di Dinas Pendidikan Provinsi DKI-Jakarta
. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Data yang telah disediakan kemudian diperoleh kesimpulan yang
bersifat sementara, maka dari itu perlu dilakukan veritikasi untuk

mendapatkan kesimpulan yang kredibel.
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4.1

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

4.1.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sudah ada sejak tahun 1969
dengan nama Dinas Pendidikan dan Pengajaran atau yang biasa disebut
Dinas P&P hingga tahun 2001 berubah menjadi Dinas Pendidikan Dasar
sampai tahun 2008. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan atau kita sebut Kanwil Depdikbud, awal mula pembentukan
pada tahun 1975 sampai dengan tahun 2002. Lalu berubah menjadi Dinas
Pendidikan Menengah dan Tinggi sampai tahun 2008.

Pada tahun 2008 Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan
Menengah dan Tinggi bergabung menjadi Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta sampai saat ini. Jika kita memahami pesan dari seorang tokoh yaitu
Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulodo artinya menjadi seorang
pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ing Madyo Mbangun
Karso, artinya seseorang ditengah kesibukannya harus juga mampu
membangkitkan atau menggugah semangat. Tut Wuri Handayani, seseorang
harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang.
Gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berlokasi di Jalan Jenderal
Gatot Subroto Kavling 40 - 41 Kelurahan Kuningan Timur

Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan, pada awalnya
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dibangun dan digunakan sebagai Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan (P&K) RI DKI Jakarta, dimulai pembangunannya pada 14
Desember 1976 dan selesai dibangun sekitar tahun anggaran 1977/1978,
lebih tepatnya akhir tahun 1978, dan diresmikan oleh Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Tjokropranolo pada tanggal 3 Februari 1979.

Pada awal tahun 2018, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pindah
kantor sementara ke Jalan Budi Utomo No. 3 Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini dibongkar dan dibangun menjadi
gedung baru berlantai 15, yang dibangun mulai Juni 2018 hingga selesai pada
Februari 2019 oleh Wijaya Karya Gedung (WIKA Gedung). Gedung seharga
Rp 1969 miliar tersebut diresmikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Anies Baswedan pada tanggal 8 Maret 2019.

Berikut adalah para pimpinan yang pernah mengabdi dari masa ke
masa pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P&P), antara lain: Soeardi Lani
(1969-1977), Drs. Achmad (1977-1982), Ahmad Djunaedi (1983-198%),
Ahmad Nasution, ChudoriSutardjo, Drs. H. Rukanda (1988), Drs. H. Suparmo
(1996-1988), dan Drs. Mas-Rul Nim. Dinas Pendidikan Dasar antara lain: Ir.
H. Gito Utomo (2001-2003). DR. Hj. Silviana Murni (2004-2007), dan Drs.
H. Sukesti Martono. MA  (2007-2008). Kantor  Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan antara lain: Kol. Inf. Soesetyo
(1975-1978), Kol. Inf. Minaryo (1979), H. Saudswarman (1979-1980), Kol.
Laut Sulandra, SH (1980-1983), Kol. Laut Dra. L.E. Coldenhoff (1983-

1987), Drs. H. Soegijo (1987-1991), Drs. H. Tating Karnadinata (1991-1995),
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Drs. H. Kusman Ismukanto (1995-1998), Drs. H. Sri Sudono Sumarto (1998-
1999), Drs. H. Alwi Noerdin (2000-2002). Dinas Pendidikan Menengah dan
Tinggi, antara lain : Drs. H. Sukesti Martono (2002-2003), H. Margani M.
Mustar (2003-2008). Dinas Pendidikan, antara lain : Dr. H. Taufik Yudi (2008-
2014), Lasro Marbun (2014), Dr. Arie Budiman (2015), Dr. Sopan A (2016-
2018), Dr. H. Ratiyono (2019), Dra. Hj. Nahdiana (2020 s.d. Maret 2023), dan
Syaefuloh Hidayat (April 2023 s.d. saat ini).
4.1.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi

Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Dinas
Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui  Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan | tugasnya, Dinas
Pendidikan Pemerintah Provinsi DKT Jakarta mempunyai visi dan misi
sebagai berikut:
VISI
“Mewujudkan Pendidikan yang Tuntas dan Berkualitas Untuk Semua.”
MISI
Dalam mewujudkan visi organisasi tersebut, terdapat langkah-langkah dalam
mewujudkannya yang dituangkan dalam Misi Dinas Pendidikan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut.
1) Mewujudkan akses yang merata dan berkeadilan;

2) Mewujudkan pembelajaran yang bermutu;




3) Mewujudkan efektivitas birokrasi dalam pelayanan pendidikan;
4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
5) Meningkatkan peran ekosistem pendidikan;
6) Mewujudkan tata kelola, akuntabilitas dan transparansi pendidikan.
Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan
Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
Selanjutnya, Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.
1) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas
Pendidikan;
2) Pelaksanaan rencana strategis.dan dokumen pelaksanaan anggaran
Dinas Pendidikan;
3) Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan
pendidikan;
4) Pelaksanaan pendidikan prasekolah, dasar, menengah. luar biasa,
pendidikan non formal dan informal;
5) Pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan,
pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pendidikan
prasekolah, pendidikan dasar, pcréll%idikan menengah, pendidikan luar

biasa, pendidikan non formal dan pendidikan informal,




6) Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional
kependidikan;

7) Fasilitasi pengembangan kerjasama antar lembaga dan/atau satuan
pendidikan;

8) Penyediaan pendidikan bagi fakir miskin sesuai dengan lingkup
tugasnya;

9) Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi bidang pelayanan
pendidikan;

10) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, dan pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana di bidang pendidikan;

11) Pengawasan dan pengendalian izin di bidang pendidikan;

12) Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah
di bidang pendidikan;

13) Pengawasan dan pengendalian izin di bidang pendidikan;

14) Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah
di bidang pendidikan;

15) Penegakan peraturan - perundang-undangan - daerah di bidang
pendidikan;

16) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas Pendidikan;

17) Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Pendidikan;

18) Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Pendidikan; dan
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19) Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas Pendidikan.
Nilai-nilai dasar organisasi Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta adalah sebagai berikut.

1) Bersih berarti dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seorang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) haruslah terbebas dari berbagai macam
tindakan yang termasuk ke dalam kategori korupsi;

2) Transparan berarti membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

3) Profesional berarti memiliki wawasan yang luas dan dapat
memandang masa '‘depan, memiliki kompetensi di bidangnya,
mengembangkan potensi dan-kapasitas diri, etos kerja berprestasi,
serta menjunjung tinggi etika profesi;

4) Melayani berarti memiliki pola pikir untuk sclalu siap memberikan
pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan, khususnya
di bidang pendidikan.

4.1.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan susunan organisasi Dinas

Pendidikan DKI Jakarta terdiri dari :

1) Kepala Dinas
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2)

3)

4)

Lh
—

Wakil Kepala Dinas;

Sekretariat, terdiri dari Subbagian Umum, Subbagian Keuangan, dan
Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga.
Bidang Pendidik dan tenaga Kependidikan terdiri dari Seksi
Pendidik, Seksi Tenaga Kependidikan, dan Seksi Pengembangan
Karir.

Bidang Perencanaan dan Penganggaran, terdiri dari Seksi
Penyusunan Program dan Anggaran, Seksi Monitoring dan Evaluasi
Pendidikan, dan Seksi Standarisasi dan Pengembangan.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,
terdiri dari Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Seksi Pendidikan
Kesetaraan dan Keaksaraan; dan Seksi Kursus dan Pendidikan
Masyarakat.

Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus,
terdiri dari Seksi Kurikulum dan Penilaian, Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter, dan Seksi Kelembagaan dan Sumber
Belajar.

Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas,
terdiri dari Seksi Kurikulum dan Penilaian, Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter, dan Seksi Kelembagaan dan Sumber

Belajar.
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9) Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri dari Seksi Kurikulum
dan Penilaian, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, dan
Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar.

10) Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan, terdiri dari Seksi Gedung,

Seksi Peralatan dan Perlengkapan, dan Seksi Manajemen Aset.

11) Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;

12) Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;

13) Unit Pelaksana Teknis; dan

14) Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 277 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Bab II

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi pasal 2 ayat 1 Dinas Pendidikan merupakan

unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan. Dinas Pendidikan memiliki beberapa bagian fungsi tugas,
yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

Bidang Perencanaan dan Penganggaran, Bidang Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Masyarakat, Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan

Khusus dan Layanan Khusus, Bidang Sekolah Menengah Pertama dan

Sekolah Menengah Atas, Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, dan Bidang

Prasarana dan Sarana Pendidikan.
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

KEPALA DINAS

WWAHILKEPALA
DINAS

Gambar 4.1 Struktur Organisasi endidikan DKI Jakarta
Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Struktur Dinas Pendidikan
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Tabel 4.1 Profil Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

NO

IDENTITASI INSTANSI

1 NAMA INSTANSI Dinas Pendididikan Provinsi DKI Jakarta

2 JENIS INSTANSI Pemerintahan

3 ALAMAT J1. Jenderal Gatot Subroto Kavling 40 — 41

Kuningan  Timur,  Setiabudi, Kota

Administrasi Jakarta Selatan

WEBSITE https ://disdik jakarta.go.id

EMAIL

disdik@jakarta.go.id

KODE POS 12950

NOMOR TELEPON 021-39504027, 39504029, 39504041

ool =J| O Ln| b

WILAY AH CAKUPAN | Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Website Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Tabel 4.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi DK Jakarta

Visi Mewujudkan Pendidikan yang Tuntas dan Berkualitas Untuk Semua

Misi

6.

2.
3.
4

Dalam mewujudkan visi organisasi tersebut, terdapat langkah-
langkah dalam mewujudkannya yang dituangkan dalam Misi Dinas
Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut.

L.

Mewujudkan akses yang merata dan berkeadilan;

Mewujudkan pembelajaran yang bermutu;

Mewujudkan efektivitas birokrasi dalam pelayanan pendidikan:
Meningkatkan “kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
pendidikan;

Meningkatkan peran ekosistem pendidikan;

Mewujudkan tata kelola, akuntabilitas dan transparansi

pendidikan.

Sumber : Website Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
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Tabel 43 Data Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil
Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

NO. PANGKAT GOLONGAN | JUMLAH
1 PEMBINA TINGKAT I IV/B 1
2 PEMBINA IV/A 1
3 PENATA TINGKAT I 1I/D 2
4 PENATA c 5
5 PENATA MUDA TINGKAT I /B 11

| 6 | PENATA MUDA VA 9
7 PENGATUR TINGKAT I /D 1

8 PENGATUR /C 1

9 PENGATUR MUDA TINGKAT I 1I/B 5

10 | PENGATUR MUDA /A 1
JUMLAH 37

Sumber : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) BKD Provinsi DKI Jakarta
Bulan Maret 2023

Tabel 44 Data Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil
Bagian Kepegawaian Yang Menangani Pelayanan Kepangkatan

NO. PANGKAT GOLONGAN | JUMLAH

1 PENATA TINGKAT I /D 2

| 2 PENATA 11/ C 1
3 PENATA MUDA TINGKAT I 111/B 1

| 4 | PENATA MUDA /A 1
5 PENGATUR II/C 1

6 PENGATUR MUDA TINGKAT 1I/B 3
JUMLAH 9

Sumber : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) BKD Provinsi DKI Jakarta
Bulan Maret 2023

4.1.2 Deskripsi Narasumber
Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pengawai dan guru di Dinas

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
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Adapun keadaan narasumber adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan Dan Usia

NO. NAMA JABATAN USIA
Subkoordinator Urusan

| Mohammad Shidgi Daud | Pengembangan Karir 47 Tahun

2 Kapandi Staf Pengembangan Karir 46 Tahun

3 Sutisno Staf Pengembangan Karir 48 Tahun |

4 Brantia Puspitasari Guru SD 46 Tahun

5 Even Markhtre K. Guru SMP 46 Tahun

Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, dengan 1 orang key

informan yaitu Subkoordinator Urusan Pengembangan Karir, 2 orang informan

pendukung yaitu Staf Pengembangan Karir, dan 2 orang penerima manfaat yaitu

Guru PNS, yang bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat data yang diperoleh

dilapangan keseluruhan, pemilihan informan tersebut dipilih dengan pertimbangan

tertentu, dikarenakan menurut peneliti orang tersebut yang paling tahu tentang apa

yang peneliti harapkan dalam penelitian ini.

4.12.1

1) Mohammad Shidqi Daud, SE.

Key Informan

Pria kelahiran Jakarta ini adalah informan kunci dalam penelitian ini.

Mohammad Shidqi Daud yang biasa dipanggil pak Daud ini menjabat sebagai

Kepala Subkoordinator Urusan Pengembangan Karir. Beliau adalah orang yang

sangat berperan penting dalam pengembangan karir Guru-guru PNS di Jakarta,

terutama dalam proses kepangkatan Guru PNS.
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4.12.2 Informan Pendukung

1)

2)

Kapandi

Kapandi merupakan informan pendukung pertama dalam penelitian
ini. Karena beliau bertugas sebagai pelaksana urusan pengembangan karir
dalam hal pelayanan kepangkatan terhadap Guru-guru PNS di Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta. Pria kelahiran Purbalingga, 10 November 1977 ini
menjabat sebagai Stat Administrasi Tingkat Terampil pada Bidang Pendidik
dan Tenaga Kependidikan. Beliau adalah orang yang sangat berperan dalam
proses pelaksanaan kegiatan kepangkatan tugasnya memverifikasi dan validasi
serta menyampaikan berkas-berkas usulan kepangkatan Guru-guru PNS ke
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Sutisno

Sutisno merupakan informan pendukung kedua yang keschariannya
bertugas sebagai pelaksana urusan pengembangan karir dalam hal pengurusan
penetapan angka kredit terhadap Guru-guru PNS di Jakarta. Pria kelahiran
Majalengka, 6 Juli 1975 ini menjabat sebagai Staf Administrasi Tingkat
Terampil pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Beliau adalah
orang yang sangat berperan dalam proses Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru
sebelum pelaksanaan kepangkatan Guru-guru PNS mulai dari penerimaan
usulan, verifikasi dan validasi berkas, penilaian berkas, penginputan data nilai
dan cetak SK Penetapan Angka Kredit Guru PNS Dinas Pendidikan Provinsi

DKI Jakarta.

4.1.2.3 Penerima Manfaat
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1) Brantia Puspitasari
Brantia Puspitasari merupakan penerima manfaat pertama, yang
bersangkutan Guru PNS memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan
I11/b dan bertugas sebagai Guru Kelas di SDN Pondok Kopi 02 Pagi.
2) Even Markhtre K.
Even Markhtre K merupakan penerima manfaat kedua, yang
bersangkutan adalah Guru PNS memiliki pangkat penata muda golongan 111/a
dan bertugas sebagai Guru Mata Pelajaran Matematika di SMP Negeri 258

Jakarta.

42 Pembahasan

4.2.1 Data Hasil Wawancara

Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi

dengan subjek penelitian dan beberapa informan dari bulan Mei sampai dengan

bulan Juni 2023. Berdasarkan hasil wawancara dengan 1 key informan, 2 informan
pendukung, dan 2 penerima manfaat, peneliti dapat menganalisis tentang Kinerja

Kepegawaian dalam Pelayanan Kepangkatan Guru PNS di Dinas Pendidikan

Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi :

a. Kualitas Kerja (quality of work) pada bagian Kepegawaian di Kantor Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam Memberikan Pelayanan Kepangkatan
Guru PNS.

Salah satu faktor penentuan kualitas kerja adalah ukuran seberapa baik
pekerjaan yang dihasilkan oleh unit kepegawaian dalam memberikan

pelayanan kepangkatan Guru PNS. S§ualitas kerja merupakan suatu hasil




yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang
dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam
pencapaian tujuan atau sasaran untuk bisa lebih memperhatikan kualitas hasil
kerja yang dicapai unit kepegawaian dengan baik dan berdaya guna.
Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang peneliti lakukan
terhadap bapak Mohammad Shidqgi Daud, SE. selaku Kepala Subkoordinator
Urusan Pengembangan Karir, dengan pertanyaaan apakah proses pelayanan
kepangkatan yang diajukan Guru PNS selalu dilaksanakan dan hasilnya tepat

waktu sesuai perencanaan?, beliau mengatakan bahwa :

"Dinas Pendidikan sebagai instansi pemerintah tentunya dituntut untuk
melaksanakan tugas ‘dan pelayanan sesuai perencanaan agar hasilnya
sesuai dengan target dan tujuan yang diharapkan, untuk pelaksanaan
pelayanan kepangkatan di instansi kami selalu menggunakan Standar
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan yang berlaku, karena fungsi SOP
disini sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan
sesuai dengan fungsi berdasarkan indikator teknis, administrasi dan
prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja
yang berlaku saat ini." '¢

Selain itu peneliti, mewawancarai bapak Kapandi selaku Pelaksana
Pelayanan Kepangkatan mengatakan bahwa :

"Hasilnya sudah sesuai perencanaan, jika didapati hasil pelayanan
kepangkatan tidak sesuai target atau tidak tepat waktu, maka kami akan
berkoordinasi dengan bagian kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Provinsi DKI Jakarta terkait permasalahan apa saja yang
menyebabkan terjadinya pelayanan kepangkatan yang tidak tepat
waktu, misalnya berkas yang dikirim tidak lengkap atau tidak sesuai
persyaratan. Tujuannya agar untuk usulan selanjutnya dapat diperoleh
hasil sesuai yang diinginkan pengusul " 7

! Wawancara dengan Bapak Mohammad Shidqi Daud, tanggal 14 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.
7 Wawancara dengan Bapak Kapandi, tanggal 7 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.
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Peneliti juga mewawancarai bapak Sutisno selaku Pelaksana Pelayanan
Kepangkatan mengatakan bahwa :

"Untuk Pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan selalu
dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan
yang berlaku, SOP disini sangat penting karena sebagai pedoman atau
dasar petugas pelayanan untuk melaksanakan tugas pekerjaannya agar
dapat menghasilkan pelayanan yang tepat waktu dan memuaskan sesuai
keinginan pengusul. Jika SOP kegiatan sudah dilaksanakan dengan
baik, maka dapat dipastikan hasilnya akan tepat waktu." '

Peneliti mewawancarai ibu Brantia Guru PNS selaku penerima mantaat
mengatakan bahwa :

“Kami sebagai Guru PNS pastinya berharap agar hasil proses
kepangkatan dapat diterima tepat waktu, kami yakin sumber daya
manusia pada bagian kepegawaian juga sudah menjalankan tugas
pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku, tetapi masih
banyaknya Guru PNS yang belum menjalankan prosedur pelayanan
kepangkatan yang sudah dipersyaratkan oleh bagian kepegawaian,
tetapi menginginkan hasil usulan kepangkatannya tepat waktu.”'”

Hal ini juga dikatakan oleh Guru PNS bernama ibu Even :
“Pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan selalu dilaksanakan
sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai jadwal yang diinformasikan,

tetapi masih ada beberapa teman Guru PNS yang mengeluh karena
hasil usulan kepangkatannya belum selesai ataupun terlambat.” "

Kualitas kerja dilandaskan pada Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 15 huruf e, yaitu
memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan
pelayanan publik. Menurut Wilson dan Heyel (1987) Kualitas kerja adalah
mutu seorang karyawan / pegawai dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya

meliputi kesesuaian, kerapian dan kelengkapan.

" Wawancara dengan Bapak Sutisno, tanggal 7 Juni 2023, pukul 14.30 WIB.
¥ Wawancara dengan Ibu Brantia, tanggal 20 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.
2 Wawancara dengan Ibu Even, tanggal 16 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.
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Menurut Matutina (2001) Kualitas kerja karyawan adalah kualitas kerja yang
mengacu pada kualitas sumber daya manusia seperti pengetahuan, ketrampilan,
dan kemampuan yang dimiliki seorang karyawan.

Dari hasil informasi yang peneliti peroleh bahwa kualitas kerja bagian
kepegawaian mengacu pada kualitas sumber daya manusia seperti pengetahuan,
ketrampilan, dan kemampuan yang dimiliki seorang karyawan. Pengetahuan
mencakup kemampuan yang berorientasi pada tingkat intelejensi, daya fikir dan
penguasaan ilmu. Keterampilan mencakup kemampuan dan penguasaan
operasional dan hal teknik pada suatu bidang tertentu.

Dari hasil observasi peneliti, kualitas kerja bagian kepegawaian dapat
dilihat dari kualitas sumber daya manusia, kualitas kerja yang rendah akan
membuat produktivitas menurun dalam arti tidak baik, dan sebaliknya jika
kualitas kerja karyawan tinggi maka hal tersebut akan meningkatkan tingkat
produktivitas. Kualitas kerja merupakan salah satu unsur yang dievaluasi dalam
menilai kinerja bagian kepegawaian selain perilaku pegawai seperti dedikasi,
kesetiaan, kepemimpinan, kejujuran, kerjasama, loyalitas, dan partisipasi.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Subkoordinator Urusan
Pengembangan Karir terhadap kualitas kerja bagian kepegawaian dalam
pelayanan kepangkatan, untuk hasil pelayanan kepangkatan kepada Guru PNS
selalu ada keluhan dan ketidakpuasan dari Guru PNS, sebenarnya seluruh
proses sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada akan tetapi para

pengusul tidak mau mengerti dan selalu ingin hasil yang lebih cepat. Untuk
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menangani hal tersebut, maka diperlukan sosialisasi yang terus
menerus tentang prosedur pelaksanaan kepangkatan kepada Guru PNS sehingga
seluruh tahapan pelaksanaan kepangkatan dapat diketahui oleh para pengusul.
Dengan diketahuinya seluruh tahapan pelaksanaan kepangkatan oleh para
pengusul, maka keluhan dan ketidakpuasan para pengusul dapat berkurang dan
secara bertahap akan hilang.
Ketepatan Waktu (promptness) pada bagian Kepegawaian di Kantor Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Dalam Memberikan Pelayanan Kepangkatan
Guru PNS.

Salah satu faktor ketepatan waktu dalam pelayanan kepangkatan adalah
adanya kesesuaian rencana kegiatan atau rencana kerja dengan hasil pekerjaan
atau ketelitian hasil pekerjaan adalah ukuran kesesuaian pekerjaan yang
dihasilkan dengan rencana kegiatan atau rencana kerja dalam memberikan
pelayanan kepangkatan Guru PNS di-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
Aspek ini mengharapkan bagian kepegawaian untuk dapat menepati waktu
dalam setiap pekerjaan dan penyelesaian tugas sesuai rencana kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap bapak
Mohammad Shidqi Daud, SE. selaku Kepala Subkoordinator Urusan
Pengembangan Karir, dengan pertanyaaan apakah pelaksanaan dan hasil
kegiatan pelayanan kepangkatan sudah sesuai dengan prosedur dan jangka
waktu yang ditetapkan?, beliau mengatai?m bahwa :

"Untuk kegiatan pelayanan kepangkatan sudah dilaksanakan sesuai

prosedur yang berlaku, yang merujuk pada Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala BKD Provinsi DKI




Jakarta yang akan diinformasikan dua kali setiap tahun untuk periode
April dan periode Oktober, kemudian hasilnya juga sudah sesuai
dengan jangka waktu penyelesaian yang tertera pada rencana kegiatan
yang sudah ditetapkan oleh bagian kepegawaian." !

Peneliti mewawancarai bapak Kapandi selaku Pelaksana Pelayanan
Kepangkatan mengatakan bahwa :

"Sudah sesuai, karena rencana kegiatan pelayanan kepangkatan
dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12. Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan SOP yang sudah
ditetapkan oleh bagian Kepegawaian." 2

Peneliti juga mewawancarai bapak Sutisno selaku Pelaksana Pelayanan

Kepangkatan mengatakan bahwa :

"Untuk pelaksanaan pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan sudah
sesuai prosedur yang berlaku, yang merujuk pada Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala' BKD Provinsi DKI
Jakarta yang akan diterbitkan dua kali setiap tahun. Pelaksanaan
pelayanan kepangkatan dilaksanakan dua kali yaitu untuk periode April
dan periode Oktober, dan hasilnya juga sudah sesuai dengan jangka
waktu pengusulan kepangkatan dua kali setiap tahun." >

Peneliti mewawancarai ibu Brantia selaku Guru PNS mengatakan
bahwa :

2! Wawancara dengan Bapak Mohammad Shidgi Daud. tanggal 14 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.
22 Wawancara dengan Bapak Kapandi, tanggal 7 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.
2 Wawancara dengan Bapak Sutisno, tanggal 7 Juni 2023, pukul 14.30 WIB

"Pada saat penerimaan berkas usulan kepangkatan sampai dengan hasil
pelayanan kepangkatan diterima sesuai dengan informasi dan hasil
yang diharapkan. Jika pelaksanaan pelayanan kepangkatan Guru
hasilnya diluar waktu yang ditentukan atau lebih lambat, maka kami
akan mencari informasi lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut
agar dapat ditindaklanjuti lebih jauh." **




Hal tersebut juga dikatakan oleh Guru PNS bernama ibu Even
mengatakan bahwa :

"Selama ini pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI

Jakarta, selalu tepat waktu dan sesuai harapan." %

Ketepatan waktu (Promptness) merupakan hal yang berkenaan dengan
ketepatan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, kesesuaian tugas, dan
menyelesaikan  target tugas yang sudah ditetapkan unit kerja.
Menurut Mitchel dalam Sedarmayanti (2010:35) ketepatan waktu adalah batas
waktu dalam melakukan suvatu pekerjaan, dimana waktu untuk menyelesaikan
pekerjaan telah ditentukan sebelumnya sehingga setiap melakukan pekerjaan
terdapat tenggang waktu yang telah menjadi aturan dalam suatu organisasi.

Dari hasil informasil yang penecliti peroleh bahwa ketepatan waktu
dalam pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
dilandaskan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik pasal 4, ketepatan waktu menjadi salah satu asas

dalam penyelenggaraan pelayanan publik, bersama dengan asas-asas lainnya

> Wawancara dengan Ibu Brantia, tanggal 20 Juni 2023, pukul 13,00 WIB.
3 Wawancara dengan Ibu Even, tanggal 16 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.

yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak
dan kewajiban, keprofesionalan, pgrstisipatif, persamaan perlakuan/tidak
diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi
kelompok rentan, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Secara lebih

operasional, asas ketepatan waktu tersebut dirumuskan dalam standar




pelayanan. Pasal 21 Undang-Undang Pelayanan Publik telah menentukan
bahwa jangka waktu penyelesaian layanan merupakan salah satu komponen
minimal yang harus ada dalam setiap standar pelayanan.

Dari hasil observasi peneliti, Ketepatan waktu merupakan kesesuaian
antara waktu yang dihabiskan dalam mengerjakan tugas dengan target waktu
yang telah ditentukan sebelumnya. Ketepatan waktu sangat diperhatikan dalam
suatu organisasi, karena menyangkut kepercayaan dari pelanggan atau
pengguna.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Subkoordinator Urusan
Pengembangan Karir terhadap ketepatan waktu bagian kepegawaian dalam
pelayanan kepangkatan, untuk hasil pelayanan kepangkatan kepada Guru
PNS selalu dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan target tugas yang
sudah ditentukan sebelumnya. Jika ada penerima manfaat yang mengeluh
dan merasa tidak puas karena usulan- kepangkatan hasilnya tidak sesuai
keinginan, maka petugas pelayanan kepangkatan akan menjelaskan dan
memberikan informasi lebih rinci mengenai penyebab atau permasalahan dari
pengusul kepangkatan tersebut, sehingga pengusul dapat mengerti dan
memahami bahwa permasalahan tersebut disebabkan oleh kelalaian dari
pengusul. 60
Inisiatif (initiative) pada unit Kepegawaian di Kantor Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta Dalam Memberikan Pelayanan Kepangkatan Guru PNS.

Inisiatif (initiative) merupakan hal yang berkenaan dengan tingkat

kemauan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, kemauan untuk




mengerjakan pekerjaan yang relatif baru, dan kemauan untuk melakukan
pembinaan kepada pegawai yang melanggar aturan unit kerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap bapak
Mohammad Shidqi Daud, SE. selaku Kepala Subkoordinator Urusan
Pengembangan Karir, dengan pertanyaaan apakah petugas pelayanan
kepangkatan merespon dengan cepat permasalahan dan keluhan Guru PNS
dalam pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta?,
beliau mengatakan bahwa :

"Untuk permasalahan dan keluhan para pengusul pada pelayanan

kepangkatan, petugas pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan akan

siap membantu penyelesaian masalah tersebut sesuai peraturan yang

berlaku, dengan dilengkapi persyaratan berkas pendukung yang sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya." 26

Peneliti mewawancarai bapak Kapandi selaku Pelaksana Pelayanan

Kepangkatan mengatakan bahwa :

26 Wawancara dengan Bapak Mohammad Shidgi Daud, tanggal 14 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.
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"Setiap permasalahan yang ada dalam proses kepangkatan baik itu
kekurangan berkas ataupun kesalahan melampirkan berkas yang
dibutuhkan akan segera kami informasikan kepada pengusul, serta
mengarahkan kepada pengusul agar segera memperbaiki ataupun
melengkapi persyaratan berkas pendukung yang menjadi penyebab
permasalahan tersebut." ?’

Peneliti mewawancarai bapak Sutisno selaku Pelaksana Pelayanan

Kepangkatan mengatakan bahwa :




"Menurut saya, cara yang paling tepat untuk menangani keluhan atau
ketidakpuasan dari pengusul atas pelayanan kepangkatan, yaitu pertama
memeriksa data kapan usulan tersebut diterima bagian kepe gawaian, kedua
memeriksa data kelengkapan persyaratan berkasnya, dan terakhir kita
jelaskan dengan rinci kendala atau permasalahan apa saja yang membuat
pengusul merasa tidak puas." 28

Peneliti mewawancarai ibu Even Guru PNS mengatakan bahwa :
"Petugas pelayanan kepangkatan merespon dengan cepat permasalahan

kami (guru) dalam hal kelengkapan dan kekurangan persyaratan dengan
menginformasikannya secara jelas." >

Hal tersebut juga dikatakan oleh Guru PNS bernama Brantia
mengatakan bahwa :

"Sejauh ini, respon petugas pelayanan pengusulan kepangkatan di

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta cukup baik dan responsif dalam

hal kekurangan berkas dan persyaratan lain." *°

Menurut Siagian (1995) menyebutkan indikator inisiatif yaitu:

Pemberian ide/gagasan dalam berorganisasi, dan tindakan yang dilakukan

untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

27 Wawancara dengan Bapak Kapandi, tanggal 7 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.
2% Wawancara dengan Bapak Sutisno, tanggal 7 Juni 2023, pukul 1430 WIB
¥ Wawancara dengan Ibu Even, tanggal 16 Juni 2023, pukul 1300 WIB.

3 Wawancara dengan Tbu Brantia, tanggal 20 Tuni 2023, pukul 13 00. WIB.
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Dari hasil informasi yang peneliti peroleh bahwa inisiatif adalah
prakarsa yang datang dari diri pegawai untuk melaksanakan sesuatu yang
berkaitan dengan tugas-tugasnya maupun bukan tanpa harus diperintah
pimpinan. Sebuah prakarsa pegawai memberikan manfaat positif bagi

pekerjaannya dan juga bermanfaat bagi lembaga.




Dari hasil observasi peneliti, Inisiatif (initiative) yaitu mempunyai
kesadaran diri untuk melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugas-tugas dan
tanggung jawab. Bawahan atau pegawai dapat melaksanakan tugas tanpa harus

bergantung terus menerus kepada atasan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Subkoordinator Urusan
Pengembangan Karir terhadap inisiatif bagian kepegawaian dalam pelayanan
kepangkatan, bahwa penyelesaian pekerjaan dalam pelayanan kepangkatan
yang dilakukan bagian kepegawaian di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
sudah dilaksanakan dengan cepat dan sesuai prosedur pelayanan yang berlaku,
pegawai juga memiliki inisiatif tinggi untuk menyelesaikan masalah kerja yang
dihadapi dan memiliki kemauan untuk|mengerjakan pekerjaan yang relatif
baru. Inisiatif ini juga merupakan bentuk tanggungjawab dari pegawai terhadap
pelayanan kepangkatan dalam penyelesaian tugas dan masalah yang dihadapi.
Kemampuan (capability) pada unit Kepegawaian di Kantor Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta Dalam Memberikan Pelayanan Kepangkatan Guru PNS.
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Kemampuan (capability) merupakan hal yang berkenaan dengan
penyelesaian pekerjaan dengan usaha yang maksimal, latar belakang
pendidikan, latar belakang keahlian, kemampuan menyelesaikan beban
pekerjaan, penempatan pekerjaan, kemampuan pimpinan dalam mengarahkan
dan membimbing pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap bapak

Mohammad Shidqi Daud, SE. selaku Kepala Subkoordinator Urusan




Pengembangan Karir, dengan pertanyaaan apakah petugas pelayanan
kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki kemampuan
untuk menghasilkan pelayanan kepangkatan yang dapat diandalkan dan
dipercaya oleh Bapak/Ibu Guru PNS?, beliau mengatakan bahwa :

"Menurut saya pelayanan yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh
pengguna jasa pelayanan adalah layanan yang cepat, menyenangkan,
tidak mengandung kesalahan, mengikuti proses dan prosedur yang telah
ditetapkan lebih dahulu. Untuk seluruh petugas pelayanan kepangkatan
di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki kompetensi,
kemampuan kerja, dan keterampilan dalam hal pelayanan kepangkatan
tersebut sehingga dapat dipastikan pelayanan akan menghasilkan
kepuasan bagi pengguna jasa pelayanan." '

Peneliti mewawancarai bapak Kapandi selaku Pelaksana Pelayanan
Kepangkatan mengatakan bahwa :

"Menurut pendapat saya, seluruh petugas pelayanan kepangkatan di
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki kemampuan untuk
menghasilkan pclayanan kepangkatan yang baik, hal tersebut dapat
dilihat dari kompetensi, kemampuan kerja, dan keterampilan petugas
pelayanan kepangkatan sehingoa dapat dipastikan pelayanan akan
menghasilkan kepuasan bagi pengguna jasa pelayanan." *

3 Wawancara dengan Bapak Mohammad Shidgi Daud, tanggal 14 JTuni 2023, pukul 13.00 WIB.
¥ Wawancara dengan Bapak Kapandi. tanggal 7 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.

Peneliti mewawancarai. bapakSutisno selaku Pelaksana Pelayanan
Kepangkatan mengatakan bahwa :

"Kami pasti akan berusaha terus untuk menghasilkan pelayanan yang
baik sehingga dapat dipercaya oleh Bapak/Ibu Guru PNS, terutama
ketepatan waktu dalam menyelesaikan usulan pelayanan kepangkatan
Guru PNS. Kami juga membuka layanan secara online melalui hotline
PTK untuk menyelesaikan permasalahan kepangkatan dan
kepegawaian lainnya."*>




Peneliti mewawancarai Guru PNS bernama Brantia mengatakan bahwa

"Petugas pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI

Jakarta memiliki kemampuan untuk menghasilkan pelayanan

kepangkatan yang dapat diandalkan dan dipercaya."**

Hal tersebut juga dikatakan oleh Guru PNS bernama Even, mengatakan
"Sejauh ini petugas pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan DKI

Jakarta memiliki skill yang baik dalam melayani pengurusan
kepangkatan." *3

Menurut Robbin (2004:45) menyatakan bahwa kemampuan adalah
suatu kapasitas individual untuk mengerjakan berbagai fungsi dalam suatu
pekerjaan selanjutnya dikatakan seluruh kemampuan scorang individu pada
hakikatnya tersusun dari dua perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual

dan kemampaun fisik.

¥ Wawancara dengan Bapak Sutisno. tanggal 7 Juni 2023, pukul 14.30 WIB
3* Wawancara dengan Ibu Brantia, tanggal 20 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.
¥ Wawancara dengan Ibu Even, tanggal 16 Juni 2023, pukul 13 00 WIB.

Menurut Moenir (1998), kemag&man adalah berasal dari kata dasar
mampu yang dalam hubungan dengan tugas dan pekerjaan berarti dapat
melakukan tugas, pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai
dengan yang diharapkan. Kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat dan
keadaan ditujukan kepada sifat atau keadaan seseorang yang dapat

melaksanakan tugas atau pekerjaan atas dasar ketentuan yang ada. Kemajuan




suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia
yang ada pada organisasi tersebut.

Dari hasil informasi yang peneliti peroleh bahwa kemampuan
(capability) dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang
dalam bidang pekerjaan. Kemampuan merupakan kapasitas seorang individu
untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Pemaknaan
kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (skill) saja namun lebih dari
itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar-benar menguasai
kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya.

Dari hasil observasi peneliti, Kemampuan (capability) dari pegawai di
unit kepegawaian dalam melaksanakan pelayanan kepangkatan di Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sudah kompeten dan profesional sesuai

dengan kebutuhan dalam pelayanan kepangkatan hal tersebut bisa dilihat dari
ketepatan waktu, hal ini meliputi kedisiplinan dari pegawai dalam melakukan
tugasnya, tugas pelayanan administrasi mampu di selesaikan tepat waktu, serta
melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan waktu atau jam bekerja. Hal ini
terlihat pada sumber daya manusia pada unit Kepegawaian Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta yang memiliki_}écemampuan administrasi, kemampuan
teknologi, dan kemampuan kerja sama dalam menyelesaikan tugas pelayanan
kepangkatan sehingga menghasilkan pelayanan kepangkatan yang dapat
diandalkan dan dipercaya oleh penerima manfaat.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Subkoordinator Urusan

Pengembangan Karir terhadap kemampuan bagian kepegawaian dalam




pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat
dari kemampuan individu sumber daya manusia dalam menyelesaikan
pekerjaan yang dibebankan kepadanya, kemajuan suatu organisasi sangat
ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam menyelesaikan
pekerjaan dengan usaha yang maksimal dan dapat diandalkan.

Komunikasi (communication) pada unit Kepegawaian di Kantor Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Dalam Memberikan Pelayanan Kepangkatan
Guru PNS.

Komunikasi (communication) merupakan hal yang berkenaan dengan
kerja sama dalam pelaksanaan tugas, kesempatan dalam mengeluarkan
pendapat, berkomunikasi dengan memberikan arahan dan motivasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap bapak
Mohammad Shidgi Daud, SE. selakm Kepala Subkoordinator Urusan
Pengembangan Karir, dengan pertanyaaan bagaimana informasi kegiatan
pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DK Jakarta disampaikan
kepada Guru PNS?, beliau mengatakan bahwa :

"Untuk kegiatan pelaksanaan kepangkatan yang dilakukan oleh Dinas

Pendidikan Provinsi DKI Jakartd diinformasikan kepada Guru PNS

melalui Suku Dinas Pendidikan Kota dan disampaikan menggunakan

media elektronik dan media sosial seperti whatshap di grup-grup

Operator, Kasubag TU, Kasatlak, dan Kepala Sekolah serta informasi

tersebut juga diumumkan melalui website Dinas Pendidikan, tujuannya

untuk memudahkan Guru PNS dalam pengusulan kepangkatan."*¢

Peneliti mewawancarai bapak Kapandi selaku Pelaksana Pelayanan

Kepangkatan mengatakan bahwa :




"Informasi kegiatan pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta disampaikan kepada Guru PNS melalui media
elektronik yang dapat diakses secara online melalui website Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan informasi tersebut juga
disampaikan kepada unit kerja dibawah Dinas Pendidikan seperti Suku
Dinas Pendidikan Kota, dan Satuan Pendidikan lainnya." >’

Peneliti juga mewawancarai bapak Sutisno selaku Pelaksana Pelayanan
Kepangkatan mengatakan bahwa:

"Untuk informasi pelayanan kepangkatan diumumkan melalui surat
edaran yang dapat diakses melalui website, jadi sangat mudah untuk
diketahui oleh siapapun. Selain diumumkan melalui website bagian
kepegawaian juga memberikan informasi kepada unit kerja dibawah
Dinas Pendidikan secara berjenjang untuk diinformasikan kepada Guru
PNS atau pengusul."

Peneliti mewawancarai Guru PNS bernama Brantia mengatakan bahwa

"Kami (Guru PNS) mengetahui informasi adanya penerimaan usulan
kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui media
sosial atau informasi yang didapat dari kepala sekolah atau rekan
sejawat." ¥

¥ Wawancara dengan Bapak Mohammad Shidgi Daud, tanggal 14 JTuni 2023 . pukul 13.00 WIB.
3 Wawancara dengan Bapak Kapandi, tanggal 7 Juni 2023, pukul 13.00 WIB

3 Wawancara dengan Bapak Sutisno, tanggal 7 Juni 2023, pukul 14.30 WIB

¥ Wawancara dengan Ibu Brantia, tanggal 20 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.

Hal tersebut juga dikatakan oleh Guru PNS bernama Even, mengatakan
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"Biasanya informasi tentang usulan kenaikan pangkat didapat dari
surat edaran BKD yang secara berjenjang diinformasikan oleh Dinas
Pendidikan DKI Jakarta." *®

Dari hasil informasi yang peneliti peroleh bahwa menentukan kualitas

komunikasi tentunya tidak lepas dari sikap yang di berikan pegawai di unit

kepegawaian saat melakukan kegiatan pelayanan kepangkatan kepada




pengguna jasa pelayanan, sikap yang diberikan kepada setiap pengguna jasa
pelayanan adalah sikap yang mencerminkan keramahan dan sopan santun
sebagai pegawai yang selalu siap sedia membantu menyelesaikan berbagai
keperluan dan permasalahan yang di alami oleh pengguna jasa pelayanan
kepangkatan.

Dari hasil observasi peneliti, Komunikasi (communication) dari
pegawai di unit kepegawaian dalam melaksanakan pelayanan kepangkatan di
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Peneliti menemukan bahwa sikap
pegawai sudah sangat baik, kesabaran pe gawai saat menghadapi pengguna jasa
yang emosional, sopan santun yang selalu di utamakan tanpa maksud
menggurui pengguna jasa, pegawai mampu memberikan penjelasan dengan
sopan dan mampu diterima oleh pengguna jasa pelayanan. Keramahan
pegawai di unit kepegawaian dalam berkomunikasi dan kehangatan saat
melakukan kegiatan pelayanan kepangkatan tidak hanya menciptakan

suasana pelayanan yang kondusif namun juga memberikan kesan yang

0 Wawancara dengan Tbu Even, tanggal 16 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.
baik bagi mereka yang baru pertama kali datang melakukan pelayanan

kepangkatan di Dinas Pendidikan Prdvinsi DKI Jakarta. Ditemukan juga
bahwa sikap dan keramahan pegawai dalam melakukan komunikasi membuat
pengguna jasa merasa tidak ada sikap diskriminatif oleh pegawai, sikap
pegawal yang tidak membeda-bedakan tersebut membuat tidak adanya
perasaan bahwa pelayanan tidak adil, pegawai melakukan pelayanan

administrasi sesuai dengan pengguna jasa yang datang lebih awal.




5.1

Dari hasil wawancara dengan Kepala Subkoordinator Urusan
Pengembangan Karir terhadap komunikasi yang dilakukan bagian
kepegawaian dalam pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta dapat dilihat dari kerja sama dalam pelaksanaan tugas, kesempatan
dalam mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dengan memberikan arahan dan
motivasi. Komunikasi dibagian kepegawaian dalam melaksanakan pelayanan
kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan
dengan baik. Hal ini terlihat pada sumber daya manusia yang melakukan kerja
sama dalam pelaksanaan pelayanan kepangkatan baik kerja sama dengan

pimpinan dan dengan sesama pegawai.

76

BABV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka

dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:




Kualitas Kerja (quality of work) pada unit Kepegawaian di Kantor Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Dalam Memberikan Pelayanan Kepangkatan
Guru PNS.

Kualitas kerja unit kepegawaian mengacu pada kualitas sumber daya
manusia seperti pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dimiliki
seorang karyawan. Pengetahuan mencakup kemampuan yang berorientasi
pada tingkat intelejensi, daya fikir dan penguasaan ilmu. Keterampilan
mencakup kemampuan dan penguasaan operasional dan hal teknik pada suatu
bidang tertentu. Sementara kemampuan adalah sesuatu yang terbentuk karena
kompetensi yang dimiliki seorang karyawan, dalam hal ini mencakup
kerjasama, loyalitas, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Kualitas kerja di
kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang meliputi pelayanan
kepangkatan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pada unit kepegawaian
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan sesuai tugas dan
tanggungjawab, bekerja sesuai arahan pimpinan, dan melakukan perbaikan
terus menerus dalam pelayanan kepangkatan terhadap Guru PNS di Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Ketepatan waktu (promptness) pada unit Kepegawaian di Kantor Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Dalggl Memberikan Pelayanan Kepangkatan
Guru PNS.

Ketepatan waktu (promptness) merupakan hal yang berkenaan dengan

ketepatan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, kesesuaian tugas, dan

menyelesaikan target tugas yang sudah ditetapkan unit kerja. Ketepatan dari




unit kepegawaian sudah sesuai antara rencana kegiatan / rencana kerja dengan
hasil pekerjaan atau ketelitian hasil pekerjaan dalam pelaksanaan pelayanan
kepangkatan bagi penerima manfaat pelayanan. Hal ini terlihat pada
pelaksanaan proses pelayanan kepangkatan yang dilakukan oleh sumber daya
manusia pada unit kepegawaian mulai dari ketepatan memberikan informasi,
ketepatan memulai kegiatan dan tepat waktu dalam menyelesaikan tugas
pelayanan kepangkatan.
Inisiatif (initiative) pada unit Kepegawaian di Kantor Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta Dalam Memberikan Pelayanan Kepangkatan Guru PNS.
Inisiatif (initiative) merupakan hal yang berkenaan dengan tingkat
kemauan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, kemauan untuk
mengerjakan pekerjaan yang relatif baru, dan kemauan untuk melakukan
pembinaan kepada pegawai yang melanggar aturan unit kerja. Inisiatif dari
unit kepegawaian Dinas Pendidikan-Provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan
dengan baik oleh sumber daya manusia terutama dalam menyelesaikan
pelayanan kepangkatan dengan cepat dan tepat, scrta akan memberikan
informasi kepada penerima manfaat jika berkas usulan kepangkatan belum
lengkap atau kurang dari persyaratan yang dibutuhkan dalam proses
kepangkatan. Hal ini terlihat pada sumber daya manusia yang menangani
pelayanan kepangkatan dengan cepat sesuai persyaratan yang dibutuhkan, dan
ketika muncul permasalahan secara mandiri maka sumber daya manusia

tersebut akan segera melakukan penyelesaian pekerjaan tersebut dengan cepat.




Kemampuan (capability) pada unit Kepegawaian di Kantor Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta Dalam Memberikan Pelayanan Kepangkatan Guru PNS.
Kemampuan (capability) merupakan hal yang berkenaan dengan
penyelesaian pekerjaan dengan usaha yang maksimal, latar belakang
pendidikan, latar belakang keahlian, kemampuan menyelesaikan beban
pekerjaan, penempatan pekerjaan, kemampuan pimpinan dalam mengarahkan
dan membimbing pegawai. Kemampuan dari pegawai di unit kepegawaian
dalam melaksanakan pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta sudah kompeten dan profesional sesuai dengan kebutuhan dalam
pelayanan kepangkatan hal tersebut bisa dilihat dari ketepatan waktu, hal ini
meliputi kedisiplinan dari, pegawai dalam melakukan tugasnya, tugas
pelayanan administrasi mampu di selesaikan tepat waktu, serta melakukan
kegiatan pelayanan sesuai dengan waktu atau jam bekerja. Hal ini terlihat pada
sumber daya manusia pada unit kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta yang memiliki kemampuan administrasi, kemampuan teknologi, dan
kemampuan kerja sama dalam menyelesaikan tugas pclayanan kepangkatan
sehingga menghasilkan pelayanan kepangkatan yang dapat
diandalkan dan dipercaya oleh penerima manfaat. Sementara itu pegawai di
unit kepegawaian Dinas Pendidikan Pl?(?vinsi DKI Jakarta juga mempunyai
kemampuan dalam mengoperasikan komputer, sekaligus menjalankan aplikasi
berbasis web seperti Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem
Informasi Kepangkatan, serta kemampuan dalam hal pemberkasan, selain itu

kemampuan pegawai di unit kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi DKI




Jakarta meliputi kemampuan dalam mengkomunikasikan penjelasan terkait
dengan kebutuhan pelayanan kepangkatan, serta mampu mengatur waktu
pelayanan kepangkatan dan juga kemampuan dalam menanggapi permasalahan
dari penerima manfaat. Kemampuan pegawai di unit kepegawaian Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuat pelayanan kepangkatan pada Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menjadi pelayanan kepangkatan yang dapat
diandalkan.

Komunikasi (communication) pada unit Kepegawaian di Kantor Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Dalam Memberikan Pelayanan Kepangkatan
Guru PNS.

Komunikasi (Communication) merupakan hal yang berkenaan dengan
kerja sama dalam pelaksanaan tugas,| kesempatan dalam mengeluarkan
pendapat, berkomunikasi’ dengan m¢mberikan arahan dan motivasi.
Komunikasi di unit 'kepegawaian - dalam melaksanakan pelayanan
kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan
dengan baik. Hal ini terlihat pada sumber daya manusia yang melakukan
kerja sama dalam pelaksanaan pelayanan Kepangkatan baik kerja sama

dengan pimpinan dan dengan sesaé?)a pegawai. Sumber daya manusia
dalam pelayanan kepangkatan juga bekerja sama dengan penerima manfaat
dalam hal penyampaian informasi dengan tujuan agar penerima manfaat
mendapat kepuasan atas pelayanan yang diberikan dan dapat ditingkatkan terus

menerus.




52

Dari keseluruhan variabel yang dijelaskan pada kesimpulan diatas,
seluruhnya sudah dilaksanakan dengan baik tetapi masih ada satu variabel yang
masih perlu dilakukan perbaikan yaitu variabel komunikasi, karena kurangnya
komunikasi antara penerima manfaat dengan sumber daya manusia dibagian
kepegawaian sehingga menimbulkan keraguan bagi penerima manfaat atas
pelayanan kepangkatan yang diberikan. Untuk itu perlu adanya perbaikan terus
menerus pada variabel komunikasi terutama dalam hal penyampaian informasi
pelayanan kepangkatan, tujuannya agar tidak ada lagi penerima manfaat yang
berpendapat tidak mengetahui informasi pelayanan kepangkatan sehingga
pelayanan kepangkatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai keinginan
penerima manfaat.

Saran

Setelah menguraikan kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan
sebagian saran-saran sebagai masukan-dan bahan pertimbangan bagi unit
kepegawaian dan diharapkan dapat bermanfaat untuk masa sekarang maupun

untuk masa yang akan datang.
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Adapun saran tersebut adalah :

1. Saran Teoritis :
a. Disarankan bagi peneliti lain agar dapat melakukan penelitian lebih
mendalam terhadap kinerja unit kepegawaian dalam pelayanan

kepangkatan dilihat dari sudut pandang yang berbeda, agar informasi




yang di peroleh bisa lebih lengkap, akurat dan lebih bervariatif, terkait
dengan kinerja unit kepegawaian dalam pelayanan kepangkatan
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik dalam sumber jurnal,
teori-teori yang telah tersedia dan sistematika penulisan skripsi karena
keterbatasan hal waktu dan pengetahuan. Penulisan skripsi ini masih
jauh dari kata sempurna.

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan sampel dengan
jumlah yang lebih besar dan variatif agar mendapatkan gambaran yang

lebih lengkap mengenai topik ini.

2. Saran praktis :

d.

Kualitas kerja pada bagian kepegawaian sudah dilakukan sesuai tugas
dan tanggungjawab @ tetapi perlu ditingkatkan, sehingga bagian
kepegawaian perlu melakukan evaluasi kembali terkait pelayanan
kepangkatan yang diberikan kepada Guru PNS karena dinilai selama ini
belum maksimal dan masih perlu ditingkatkan. Evaluasi dapat
dilakukan dengan menelaah kembali perbaikan pelaksanaan pelayanan
kepangkatan - yang telah diberikan seperti Kenaikan pangkat guru

pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

. Ketepatan waktu memberikan inf(§5rnasi, ketepatan memulai kegiatan

dan tepat waktu dalam menyelesaikan tugas pelayanan kepangkatan di
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan sesuai antara
rencana kegiatan atau rencana kerja dengan hasil pekerjaan dalam

pelaksanaan pelayanan kepangkatan. Untuk menyelesaikan pekerjaan,




kesesuaian tugas, dan menyelesaikan target tugas yang sudah
ditetapkan, maka diperlukan pegawai yang memiliki kedisiplinan tinggi
agar tidak menunda-nunda pekerjaan dan mematuhi peraturan baik
yang tertulis maupun tidak tertulis.

Inisiatif dari unit kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
sudah dilakukan dengan baik oleh sumber daya manusia terutama
dalam menyelesaikan pelayanan kepangkatan dengan cepat dan tepat,
serta akan memberikan informasi kepada penerima manfaat jika berkas
usulan kepangkatan belum lengkap atau kurang dari persyaratan yang
dibutuhkan dalam proses kepangkatan. Inisiatif merupakan potensi diri
yang harus dikembangkan karena bukan merupakan sifat bawaan dan
intensitasnya berbeda tergantung tingkat pengembangannya. Selain itu
inisiatif juga merupakan sebuah respon spontan yang diberikan individu
tanpa menunggu intruksi dari atasan dan organisasi.

Kemampuan dari’ pegawai di unit kepegawaian dalam melaksanakan
pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
sudah kompeten dan profesional sesuai dengan kebutuhan dalam
pelayanan kepangkatan hal tersebutgl%isa dilihat dari ketepatan waktu,
kedisiplinan dari pegawai dalam melakukan tugasnya dan mampu
menyelesaikan tugas tepat waktu, serta melakukan kegiatan pelayanan
sesuai dengan waktu atau jam bekerja. Untuk perbaikan dan pelayanan
yang lebih baik dimasa depan, diharapkan adanya bimbingan atau

pelatihan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya




manusia agar dapat memberikan pelayanan kepangkatan lebih optimal
yang berorientasi pada tingkat intelejensi, daya fikir dan penguasaan
ilmu, tujuannya memberikan pelayanan yang terbaik bagi penerima
manfaat pelayanan kepangkatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta.

Komunikasi dalam melaksanakan pelayanan kepangkatan di Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan dengan baik. Hal ini
terlihat pada sumber daya manusia yang melakukan kerja sama baik
kerja sama dengan pimpinan dan dengan sesama pegawai maupun
bekerja sama dengan penerima manfaat terutama dalam hal
penyampaian informasi pelayanan kepangkatan, tetapi masih perlu
perbaikan terus menerus agar tidak ada lagi penerima manfaat yang
beralasan dan berpendapat tidak mengetahui informasi pelayanan
kepangkatan sehingga pelayanan kepangkatan dapat berjalan lebih baik

lagi.
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